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MOTTO 

ۖ  فإَِنْ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُ قْسِطوُا۟ فِِ ٱلْيَ تََٰمَىَٰ فٱَنكِحُوا۟ مَا طاَبَ لَكُم مِ نَ ٱلنِ سَآءِ مَثْنَََٰ وَثُ لََٰثَ وَربََُٰعَ 
لِكَ أدَْنََٰٓ أَلَّا تَ عُولُوا۟   خِفْتُمْ أَلَّا تَ عْدِلُوا۟ فَ وََٰحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَََْٰنُكُمْۚ  ذََٰ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian 

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang 

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya.” 

(QS. An-Nisa’ ayat 3) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pendoman 

transliterasi tersebut adalah : 

1. Konsonan  

 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 

serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 

adalah sebagai berikut : 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 ث
ṡa ṡ Es (dengan titik di 

atas) 

 jim J Je ج 

 ح 
ṡa ṡ Ha (dengan titik di 

bawah) 

 kha Kh Ka dan ha خ 

  Dal D De د

 ذ
zal  Zet (dengan titik di 

atas) 

 ra R Er ر 

  zai Z Zet ز 



 

 

ix 

 

  sin S Es س

 syin  Sy Es dan Ye ش

 ص
ṣad ṣ Es (dengan titik di 

bawah) 

 ض
ḍad ḍ De (dengan titik di 

bawah) 

 ط
ṭa ṭ Te (dengan titik di 

bawah) 

 ظ
ẓa ẓ Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ع
`ain ...`.... Koma terbalik di 

atas 

  gain G Ge غ

  fa F Ef ف 

 qaf Q Ki ق 

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H Ha ه

  hamzah ...`... Apostrop ء

  ya Y Ye ى
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2. Vokal  

 Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

 Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah a a 

 Kasrah i i 

 Dammah u u 

 

 Contoh : 

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Kataba كتب  1

 Zukira ذكر 2

 Yazhabu ذكر 3

 

b. Vokal Rangkap 

 Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i أ  .... ى

 Tathah dan wau Au a dan u أ  .... و

 

 Contoh : 

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Kaifa كيف  .1

 Haula حول  .2



 

 

xi 

 

3. Maddah  

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah dan alif أ  .... ي 

atau ya 

Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas أ   .... ي

 Dammah dan أ  .... و

wau 

Ū u dan garis di atas 

 

Contoh : 

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Qāla قال .1

 Qīla قيل  .2

 Yaqūlu يقول  .3

 Ramā رم .4

 

4. Ta Marbutah 

 Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 

dammah transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 

Contoh : 

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 

فالط ال  ةض رو .1     Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl 
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 Ṭalhah طلحة .2

 

5. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau Tasydidi yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 

tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  

Contoh : 

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 

  Rabbana ربنا  .1

  Nazzala نزّل  .2

 

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . 

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 

huruf Qamariyah. 

 Kata sandang yang diikuti oleh hurug Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti 

oleh huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan 

didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah 

atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan kata sambung. 

Contoh : 

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Ar-rajulu الرّجل .1

 Al-Jalālu الجلال .2
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7. Hamzah 

 Sebagaimana telah disebutkan didepan bahwa Hamzah ditransliterasikan 

dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila 

terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab 

berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini : 

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Akala أكل .1

 Ta`khuduna تأخذون .2

 An-Nau`u النؤ  .3

 

8. Huruf Kapital 

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 

dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 

EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 

kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 

dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 

sandangnya. 

 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf dan hargakat yang dihilangkan, maka 

huruf kapiral tidak digunakan. 

Contoh : 

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Wa māMuhaamdun illā rasūl وما ممحد إلا رسول  .1

 Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna الحمد لله رب العا لمين  .2

 

9. Penulisan Kata 

 Pada dasarnya setiap kata baik fi`il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
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maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 

cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.  

Contoh : 

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 -Wa innallāha lahuwa khair ar وإن الله لهو خيرالرازقين  .1

rāziqīn/Wa innallāha lahuwa 

khairur-rāziqīn 

 /Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna فأوفوا الكيل والميزان .2

Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 

 DWI WAHYU SAPUTRA NIM 192121188 “PERTIMBANGAN 

HAKIM DALAM PENENTUAN KELAYAKAN SUAMI UNTUK 

BERPOLIGAMI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Tahun 

2022)”. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan Hakim Pengadila  Agama 

Klaten Kelas 1B dalam memutus perkara permohonan izin poligami pada tahun 

2022 sebagaimana pada kasus dengan nomor perkara 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt., 

1731/Pdt.G/2022/PA.Klt., serta perkara nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Klt. melalui 

tiga putusan ini nampak keberagaman putusan hakim dalam menyikapi perkara 

permohonan izin poligami, ada hakim yang mengabulkan permohonan poligami 

meskipun penghasilan bulanan suami hanya sebesar Rp. 3.000.000 sebulan untuk 

menghidupi 2 orang anak dan 2 orang istri nantinya, dan ada yang berpenghasilan 

Rp. 7.000.000 sebulan untuk 2 orang istri dan 3 orang anak, serta adapula yang 

berpenghasilan Rp.15.000.000 sebulan untuk 4 orang anak dan 2 orang istri namun 

permohonannya ditolak. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan data primer 

yang diperolah melalui wawancara terhadap Hakim yang memutus perkara 

permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Klaten kelas 1B tahun 2022. 

Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer yang berasal dari beberapa 

penetapan Pengadilan Agama Klaten kelas 1B perihal permohonan izin poligami 

pada tahun 2022. 

 Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwasanya majelis hakim dalam 

menyelesaikan perkara permohonan izin poligami memiliki pertimbangan hukum 

yang dipengaruhi oleh fakta hukum yang muncul pada saat pemeriksaan di 

persidangan. Permohonan izin poligami nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Klt. tidak 

dikabulkan atas dasar faktor keterpaksaan dari termohon dalam memberikan izin 

poligami, serta faktor pemenuhan kesejahteraan terhadap keperluan istri-istri dan 

anak-anaknya yang tidak dapat dijamin oleh pemohon. Adapun permohonan izin 

poligami nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt. dan permohonan nomor 

1731/Pdt.G/2022/PA.Klt. dikabulkan atas dasar permohonan pemohon yang 

dianggap memenuhi syarat kumulatif yakni adanya persetujuan istri sebelumnya, 

adanya kepastian bahwa pemohon mampu menjamin keperluan dan kesejahteraan 

istri-istri dan anak-anaknya, kemudian faktor adanya jaminan bahwa pemohon akan 

berlaku adil terhadap istri dan anaknya. Adapun Hakim dalam menentukan 

kelayakan suami untuk poligami di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B tahun 2022 

sesuai dengan pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 

1974 serta dengan adanya surat keterangan jaminan suami memenuhi keperluan 

hidup dan berlaku adil yang dibubuhi dengan keterangan kepala desa dan surat 

keterangan izin berpoligami dari istri pertama. 

Kata kunci: Izin Poligami, Kelayakan Suami, Pertimbangan Hukum 
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ABSTRACT 

 DWI WAHYU SAPUTRA NIM 192121188 "THE JUDGE'S 

CONSIDERATIONS IN DETERMINING A HUSBAND'S WORTHINESS 

FOR POLYGAMY (Case Study at the Klaten Religious Court Class 1B 

2022)". This research discusses the considerations of the Klaten Class 1B Religious 

Court Judge in deciding cases regarding applications for polygamy permits in 2022 

as in cases with case numbers 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt., 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt 

., as well as case number 1422/Pdt.G/2021/PA.Klt. Through these three decisions, 

we can see the diversity of judges' decisions in responding to cases of requests for 

permits for polygamy, there are judges who grant polygamy requests even though 

the husband's monthly income is only IDR. 3,000,000 a month to support 2 children 

and 2 wives later, and there are those who earn IDR. 7,000,000 a month for 2 wives 

and 3 children, and there are also those who earn IDR. 15,000,000 a month for 4 

children and 2 wives but their application was rejected. 

 This research is a qualitative field research with primary data obtained 

through interviews with judges who decide on polygamy permit applications at the 

Klaten Religious Court class 1B in 2022. The secondary data source is primary legal 

material originating from several decisions of the Klaten Class 1B Religious Court 

regarding permit applications. polygamy in 2022. 

 This research resulted in the conclusion that the panel of judges in resolving 

polygamy permit application cases had legal considerations which were influenced 

by the legal facts that emerged during the examination in court. Polygamy permit 

application number 1422/Pdt.G/2021/PA.Klt. This was not granted based on the 

respondent's compulsion in granting permission for polygamy, as well as the factor 

of fulfilling the welfare needs of his wives and children which could not be 

guaranteed by the applicant. The polygamy permit application number 

0614/Pdt.G/2022/PA.Klt. and application number 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt. 

granted on the basis of the applicant's request being deemed to fulfill the cumulative 

requirements, namely the prior consent of the wife, the assurance that the applicant 

is able to guarantee the needs and welfare of his wife and children, then the factor 

of the guarantee that the applicant will treat his wife and children fairly. The judge 

in determining a husband's suitability for polygamy at the Klaten Class 1B 

Religious Court in 2022 is in accordance with article 4 paragraph 2 and article 5 

paragraph 1 of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 as well as with 

a certificate of guarantee that the husband meets the necessities of life and acts fairly 

which is affixed with a statement from the village head and a certificate of 

permission for polygamy from the first wife 

Keywords: Polygamy Permit, Husband’s Suitability, Legal Considerations 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Poligami adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki 

memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan.1 Dalam Fiqh 

Munakahat, poligami sendiri merupakan laki-laki yang beristri lebih dari satu, 

tetapi dibatasi maksimal empat, karena lebih dari empat adalah mengingkari 

kebaikan yang diperintahkan Allah SWT. untuk kemaslahatan hidup suami 

istri.2 

 Modern ini masalah poligami sering muncul dan dilakukan oleh sebagian 

masyarakat, namun kebanyakan dari pelaku yang melakukan poligami tersebut 

menyalah artikan makna poligami dalam perspektif syari’at agama Islam, yang 

mereka tahu bahwa poligami merupakan sunnah rasul yang boleh ditiru oleh 

semua manusia dan di dalam agama islam pun tidak ada larangan untuk 

melakukannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada zaman yang modern 

ini tujuan berpoligami kebanyakan hanya terdorong oleh motif untuk 

memuaskan nafsu seks dan kenikmatan seks, dan menghilangkan tujuan mulia 

yang ada di dalamnya.3 

 Regulasi tentang pelaksanaan poligami antara lain terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 5 ayat 1 Undang-

 
 1 Tihami, Sobari Sahrani, Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap, (Jakarta, Rajawaali 

Pers, 2013), hlm. 351. 

 2 Abdurrahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet. I, hlm. 

129. 

 3 Nasaruddin Umar, Ketika Fiqh Membela Perempuan, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2014), cet. I, hlm. 126. 
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Undang ini menyatakan seseorang yang ingin melakukan poligami terlebih 

dahulu harus mengajukan permohonan ke Pengaadilan Agama disertai dengan 

syarat dan alasan tertentu, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 

Undang-Undang ini yang menyatakan alasan seorang suami dapat mengajukan 

poligami antara lain :4 

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. (kewajiban tersebut 

meliputi hal-hal seperti pemberian nafkah batin, menjaga kehormatan 

suami, memenuhi kebutuhan seksualitas dan mengurus rumah tangga) 

2. Istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

 Sedangkan syarat-syarat seorang suami untuk mengajukan poligami pada 

pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang ini disebutkan harus terpenuhinya: 

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri terdahulu. 

2. Adanya kepastian jaminan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak 

mereka. 

3. Serta adanya jaminan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

anak mereka. 

 Pertimbangan berupa syarat serta alasan poligami mesti diperhatikan oleh 

hakim yang menangani perkara poligami, baik pertimbangan yang berasal dari 

ketentuan Perundangan-Undangan serta aturan pelaksanaannya berupa 

 
 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1 

Tahun 1974). 
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksana Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

 Hal tersebut penting dilakukan sebagai antisipasi sekaligus jaminan 

keadilan serta terpenuhinya jaminan hidup istri-istri dan anak-anaknya dari 

perkawinan poligami. Adanya jaminan kehidupan dan keadilan mesti dilakukan 

sebelum terjadinya perkawinan poligami agar istri-istri dan anak-anaknya 

mendapatkan haknya sebagai anggota keluarga meliputi hak nafkah, hak kasih 

sayang serta hak nafkah batin dengan porsi yang sama.5 

 Jaminan kehidupan yang erat kaitannya dengan kebutuhan finansial menjadi 

pertimbangan yang utama dalam menentukan layak atau tidaknya seseorang 

untuk berpoligami. Hal tersebut berkaitan dengan mampu atau tidaknya suami 

menafkahi beberapa istri-istri dan anak-anaknya sekaligus. Namun dalam 

aturan perkawinan di Indonesia saat ini belum diatur secara eksplisit berapa 

besaran penghasilan suami untuk dapat mengajukan poligami. Hal tersebut 

menjadikan penting bagi hakim dalam menentukan kelayakan seseorang yang 

mengajukan poligami.6 

 Wujud dari pertimbangan hakim Pengadilan Agama yang menentukan layak 

atau tidaknya seseorang untuk berpoligami dapat dilihat pada putusan Hakim 

Pengadilan Agama Klaten tahun 2022 tentang Permohonan Izin Poligami. Yang 

mana pada tahun tersebut terdapat 10 perkara Permohonan Izin Poligami. 

 
 5 Erni Windasari, ”Konsep Keadilan Dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan 

Agama Barru)”, Skripsi IAIN Parepare, 2020. hlm. 14. 

 6 Alfi Syahrin, “Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial dalam Poligami di Indonesia: 

Pandangan dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul”, Tesis tidak diterbitkan, Program 

Megister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. 
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Dalam hal ini, peneliti hendak melakukan wawancara terhadap para hakim 

pemeriksa perkara izin poligami di Pengadilan Agama Klaten sebab Pengadilan 

Agama Klaten merupakan pengadilan dengan perkara permohonan izin 

poligami tertinggi di Solo Raya.7 

 Dari 10 perkara izin poligami, hakim mengabulkan 7 permohonan serta 

menolak 1 permohonan dan sisanya 2 perkara dicabut oleh para pihak. Dalam 

putusan Pengadilan Agama Klaten terdapat keberagaman pemahaman dan sikap 

hakim dalam menilai layak atau tidaknya seseorang untuk berpoligami dilihat 

dari kemampuan finansialnya. 

 Contoh perkara permohonan izin poligami adalah perkara Nomor 

1731/Pdt.G/2022/PA.Klt, yang diajukan oleh Pemohon yang telah memiliki tiga 

orang anak dari perkawinan pertamanya dan hendak menikah lagi dengan 

seorang perempuan bernama Dwi Rustanti. Pemohon menyatakan dirinya 

sanggup memberikan jaminan kehidupan bagi istri-istri dan anak-anaknya 

dengan penghasilan yang ia peroleh setiap bulannya sebesar Rp.7.000.000.8 

 Perkara yang lain adalah izin poligami nomor perkara 

0614/Pdt.G/2022/PA.Klt yang diajukan oleh pemohon untuk menikah kembali 

dengan seorang perempuan bernama Anita Dyah Kusumawati meskipun 

pemohon telah  menikah dan memiliki dua orang anak. Pemohon menyatakan 

 
 7 Berdasarkan Hasil Observasi pada website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung, 
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ , diakses pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 10.11 WIB.   

 8 Penetapan Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt Perihal 

Gugatan Izin Poligami Pemohon, 29 September 2022. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
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dirinya sanggup memberikan jaminan untuk anak-anak dan istri-istrinya pasca 

menikah, dengan menyatakan penghasilan rata-rata bulanannya Rp.3.000.000.9 

 Perkara yang lain adalah perkara nomor 1442/Pdt.G/2022/PA.Klt yang 

diajukan oleh Pemohon dengan pekerjaan sebagai wiraswasta pertanian 

berpenghasilan Rp.15.000.000 setiap bulannya. Pemohon mengajukan 

permohonan untuk menikah yang kedua kalinya dengan perempuan bernama 

Monika Ayu Hapsari meskipun ia telah menikah dan memiliki empat orang 

anak.10 

 Pada perkara nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt, dan perkara nomor 

0614/Pdt.G/2022/PA.Klt, amar putusan hakim menyatakan mengabulkan 

permohonan pemohon dan memberikan izin pada pemohon untuk menikah 

kembali, sedangkan dalam perkara nomor 1422/Pdt.G/2022/PA.Klt hakim 

memutuskan dengan amar menolak permohonan pemohon meskipun secara 

finansial pemohon dalam perkara 1442/Pdt.G/2022/PA.Klt memiliki 

kemampuan yang besar. Sedangkan perkara nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt 

pemohon hanya memiliki penghasilan Rp.3.000.000 namun hakim 

mengabulkan permohonannya. 

 Secara ringkas melalui tiga putusan di atas nampak keberagaman putusan 

hakim dalam menyikapi perkara permohonan izin poligami, ada hakim yang 

mengabulkan permohonan poligami meskipun penghasilan bulanan suami 

 
 9 Penetepan Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt Perihal 

Gugatan Izin Poligami Pemohon, 26 April 2022. 

 10 Penetapan Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Klt Perihal 

Gugatan Izin Poligami Pemohon, 04 Januari 2022. 



6 

 

 

 

hanya sebesar Rp. 3.000.000 sebulan untuk menghidupi 2 orang anak dan 2 

orang istri nantinya, dan ada yang berpenghasilan Rp. 7.000.000 sebulan untuk 

2 orang istri dan 3 orang anak, serta adapula yang berpenghasilan 

Rp.15.000.000 sebulan untuk 4 orang anak dan 2 orang istri namun 

permohonannya ditolak. Berdasarkan data awal tersebut, peneliti bermaksud 

melakukan penelitian berkaitan dengan pertimbangan apa yang digunakan oleh 

hakim dan bagaimana cara penentuan kelayakan suami yang akan melakukan 

poligami dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN 

HAKIM DALAM PENENTUAN KELAYAKAN SUAMI UNTUK 

BERPOLIGAMI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Tahun 

2022)”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka disusunlah 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Klaten dalam menetapkan 

permohonan izin poligami pada tahun 2022? 

2. Bagaimana penentuan kelayakan seorang suami untuk berpoligami di 

Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2022? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam 

menetapkan permohonan izin poligami pada tahun 2022. 
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2. Untuk Mengetahui ketentuan kelayakan seorang suami untuk berpoligami 

di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2022. 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa 

penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun 

kegunaan praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

 Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam terkait dengan hukum 

perkawinan islam terkait dengan kelayakan seorang suami yang ingin 

berpoligami. 

2. Manfaat Praktis 

 Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan 

pengetahuan serta bahan bacaan  bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui 

tentang hukum perkawinan islam terkait dengan kelayakan seorang suami 

yang ingin berpoligami. 

E. Kerangka Teori 

 Berdasarkan dari judul yang telah diajukan di awal, maka perlu untuk 

menjelaskan bagaimana menggunakan teori sebagai alat yang digunakan untuk 

membahas serta menganalisis pokok masalah dalam penelitian. Adapun teori 

yang dugunakan dalam penelitian ini antara lain: 
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1. Teori Pertimbangan Hakim 

 Hakim dalam memutuskan sebuah perkara dalam persidangan harus 

memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar 

hukum yang tepat dan benar sebagaimana telah diatur dalam Undang-

Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni pada pasal 60 ayat 2.11 

 Adapun dalam menjalankan tugasnya seorang hakim dituntut untuk 

jeli dalam menyelesaikan masalah dan cermat dalam memaknai peraturan 

perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, 

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga 

memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 

mengadili”.12 

F. Tinjauan Pustaka 

 Untuk menghindari plagiasi dan keunikan penelitian, dalam penelitian ini 

dilakukan dengan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian sejenis yang 

memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu berikut 

diantaranya: 

 
 11 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

 12 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 



9 

 

 

 

 Artikel Jurnal Sakina vol. 6 tahun 2022 berjudul “Pandangan Hakim 

Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah 

Keturunan.” Ditulis oleh Lailil Agustin Khamdiyah. Jurnal ini merupakan hasil 

penelitian dari putusan Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor perkara 

1233/pdt.G/2017/PA.BL yang meniliti pandangan hakim dan putusan Hakim 

Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan izin poligami 

dikarenakan istri tidak bersedia menambah keturunan. Jenis penelitian ini 

merupakan (field research) atau penelitian lapangan  dan analisis data Kualitatif 

Deskriptif, pengumpulan  datanya dengan teknik wawancara terstruktur, Hasil 

penelitian ini: pertama, pendapat hakim terhadap permohonan izin poligami 

karena istri tidak bersedia menambah keturunan adalah mubah “boleh”, karena 

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tersebut 

memang sudah menjadi pertimbangan dasar yang terkait dengan permasalahan 

poligami. Kedua, menurut pandangan hakim tidaklah bertentangan dengan 

pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan terdapat izin dari istri serta 

alasan dan bukti yang menguatkan pertimbangan dari majelis hakim yang 

memutus perkara tersebut.13 

 Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam 

hal pembahasan yang dilakukan sama yaitu mengenai pertimbangan hukum 

yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara pengajuan izin poligami 

dengan jenis penelitian (field research) atau penelitian lapangan  dan analisis 

 
 13 Lailil Agustin Khamdiyati, ” Pandangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami 

Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan, ” Jurnal Sakina: Journal Of Family Studies, 

(Malang), vol. 6, Issue 3, 2022. 
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data Kualitatif Deskriptif, pengumpulan  datanya dengan teknik wawancara 

terstruktur. Adapun perbedaan dengan yang dibuat adalah, artikel ini 

menggunakan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Blitar, sedangkan 

penelitian yang dilakukan penulis berada di Pengadilan Agama Klaten. 

 Artikel Jurnal Sakina vol. 6 tahun 2022 berjudul “Pertimbangan Hakim 

Terkait Penolakan Permohonan Poligami.” Ditulis oleh Mustika Anggraeni Dwi 

Kurnia, Ahdiana Yuni Lestari. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan 

dasar pertimbangan hakim dalam menolak putusan perizinan poligami yang di 

dahului pernikahan sirri di Pengadilan Agama Bantul dan akibat hukum yang 

terjadi terhadap istri kedua, harta bersama, dan anak yang dilahirkan akibat 

penolakan perizinan poligami. Jenis penelitian ini penelitian normatif dengan 

teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara 

narasumber. Teknik analisis menggunakan data kualiatif dengan metode 

deskriptif. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim 

dalam menolak permohonan izin poligami sudah sesuai dengan Pasal 4 dan 5 

Undang-undang Perkawinan, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3, dan Kitab Fiqh, 

yang pada intinya Pemohon tidak memenuhi persyaratan alternatif dan 

kumulatif jika melakukan itsbat nikah permohonan tetap akan ditolak sesuai 

ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2018. Akibat hukum dari penolakan 

perizinan poligami bagi istri kedua adalah tidak mendapat warisan bila 

suaminya meninggal dan tidak mendapat harta gono-gini jika bercerai.14 

 
 14 Mustika Anggraeni Dwi Kurnia, Ahdiana Yuni Lestari, ”Pertimbangan Hakim Terkait 

Penolakan Permohonan Poligami, ” Jurnal Media of Law and Sharia, (Yogyakarta), vol. 4, Issue 1, 

2022. 
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 Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam 

hal pembahasan yang dilakukan sama yaitu mengenai pertimbangan hukum 

yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara pengajuan izin poligami 

dengan jenis penelitian (field research) atau penelitian lapangan  dan analisis 

data Kualitatif Deskriptif, pengumpulan  datanya dengan teknik wawancara 

terstruktur. Adapun perbedaan dengan yang dibuat adalah, artikel ini 

menggunakan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Blitar, sedangkan 

penelitian yang dilakukan penulis berada di Pengadilan Agama Klaten. 

 Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2020 berjudul “Pemberian Izin 

Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)”, yang ditulis Wadudatut 

Thoyyibah. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim  

dalam mengabulkan izin poligami  dan alasan yang sering digunakan oleh 

hakim mengingat  permohonan izin poligami di Pengadilan Agama kabupaten 

malang tahun 2017 hingga 2019 mencapai 26 perkara  dan 18 putusan 

dikabulkan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

kasus menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi 

putusan pengadilan dan mempunyai hukum tetap. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pemberain izin poligami didasari dengan berbagai 

pertimbangan yakni: hakim menerapkan pasal 4 dan 5, menerapkan asas contra 

legem, hakim tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pertimbangan 

hukumnya, lalu alasan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan perkara 
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izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni: istri tidak dapat 

memberikan keturunan.15 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-

sama meneliti tentang pertimbangan hakim dalam menentukan perkara izin 

poligami. Adapun perbedaan dengan skripsi yang dibuat adalah dalam skripsi 

ini lebih ditekankan mengenai alasan yang sering digunakan hakim dalam 

mempertimbangkan hukum untuk memberikan izin poligami, perbedaan yang 

lain dengan skripsi ini terdapat pada lokasi penelitian, penelitian ini berada di 

Pengadilan Agama Malang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis 

berada di Pengadilan Agama Klaten. 

 Tesis yang ditulis  oleh Alfi Syahrin  dari pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga 

pada tahun 2022 dengan judul ”Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial dalam 

Poligami di indonesia : Pandangan dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan 

Agama Bantul”. Tesis ini membahas tentang konsep kemampuan finansial 

dalam poligami menurut hakim pengadilan Agama Bantul, tesis ini menyatakan  

kemampuan finansial hanya syarat penunjang bukanlah syarat utama.16 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah dalam hal 

pembahasan, keduanya sama-sama membahas poligami. Namun dalam 

penelitian yang dilakukan Alfi Syahrin memfokuskan pandangan dan sikap 

 
 15 Wadudatut Thoyyibah, “Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Analisis 

Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)”, Skripsi tidak 

diterbitkan, Jurusann Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 

2020. 

 16 Alfi Syahrin, “Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial dalam Poligami di Indonesia: 

Pandangan dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul”, Tesis tidak diterbitkan, Program 

Megister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. 
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hukum hakim  terhadap ketentuan syarat kemampuan finansial suami dalam 

berpoligami. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis 

buat adalah berada pada lokasi yang diteliti, penelitian ini berada di Pengadilan 

Agama Bantul. Sedangkan penelitian yang penulis buat berada di Pengadilan 

Agama Klaten. 

 Artikel jurnal  yang ditulis oleh Indah Lestari dan Abdul Halim yang 

berjudul “Konsep Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim 

Perempuan Dalam Putusan Di Pengadilan Agama”, penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis konsep adil dalam perkawinan poligami menurut hakim 

perempuan di Pengadilan Agama Depok dan Jakarta Timur. Studi ini adalah 

penelitian yuridis normatif disertai wawancara dan dianalisis secara deskriptif 

kualitatif. Artikel ini menunjukkan bahwa keadilan dalam konteks poligami 

terdiri dari dua, yaitu adil dalam pembagian nafkah lahir dan batin. Adil dalam 

pembagian nafkah lahir adalah kemampuan mencukupi kesejahteraan hidup 

bagi para istri dan anaknya. Sedangkan nafkah batin adalah kemampuan 

pemohon mencukupi kebutuhan batin berupa kasih sayang untuk istri dan anak-

anaknya. Untuk menjamin hak-hak istri dan anak, hakim perempuan di 

pengadilan agama menetapkan adanya harta bersama antara pemohon dan 

termohon. Dengan demikian, maka harta bersama istri pertama tidak terjadi 

percampuran dan tertutup potensi gugatan dari calon istri pemohon, demikian 

juga harta anak tidak dapat diganggu gugat oleh anak calon istri pemohon.17 

 
 17 Indah Lestari, Abdul Halim, “Konsep Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim 

Perempuan Dalam Putusan di Pengadilan Agama”, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, (Jakarta), 

vol. 7 Nomor 2, 2022.  



14 

 

 

 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah 

hal pokok bahasan yaitu mengenai poligami. Persamaan lainnya adalah dalam 

hal penelitian yuridis normatif disertai wawancara dan dianalisis secara 

deskriptif kualitatif.. Akan tetapi, sumber data yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah argumentasi hukum hakim perempuan dalam putusannya di Pengadilan 

Agama. Sedangkan yang dilakukan oleh penulis bersumber dari argumentasi 

hukum hakim baik laki-laki maupun perempuan dalam putusannya di 

Pengadilan Agama. 

 Kajian tentang poligami dan kelayakan suami dalam berpoligami ini 

sebenarnya telah banyak diteliti dalam penelitian terdahulu. Namun, yang 

meneliti secara khusus mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Klaten tentang kelayakan seorang suami dalam berpoligami tersebut belum 

dijumpai, maka dari itu penelitian layak untuk dilanjutkan. Sehingga penelitian 

yang telah dilakukan ini merupakan penelitian yang unik. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti meneliti kondisi atau 

fenomena yang ada di lapangan secara langsung. Peneliti memanfaatkan 

informan sebagai sumber datanya. Yang akan diamati dalam penelitian ini 
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adalah berkaitan dengan pertimbangan hakim-hakim di Pengadilan Agama 

Klaten kelas 1B yang memutus perkara permohonan perizinan poligami.18 

2. Sumber Data  

a. Sumber Data Primer 

 Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari masyarakat, 

subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku 

langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan 

kepada peneliti yakni responden dan informan, serta narasumber. Data 

primer dalam penelitian lapangan dapat diperoleh dengan tiga cara 

yaitu: wawancara, angket atau kuisioner, dan observasi.19 

 Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh 

melalui wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Klaten yang 

menetapkan perkara permohonan izin poligami pada tahun 2022. 

b. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dari buku-buku 

yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah 

penelitian, arsip-arsip putusan, jurnal, penelitian skripsi terdahulu dan 

data-data lain yang mendukung permasalahan yang dikemukakan.20 

Data sekunder dalam penelitian lapangan (field research) terdiri dari: 

 
 18 Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya : Media Sahabat 

Cendekia, 2019). hlm. 75. 

 19 Muhaimin, Metodologi Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 

hlm. 83. 

 20 Ibid., hlm. 101. 
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1) Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki 

merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai 

otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas Perundang-Undangan, 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim.21 Bahan hukum primer yang 

digunakan dalam penelitian adalah berupa Penetapan Pengadilan 

Agama Klaten Kelas 1B. Yaitu Penetapan dengan Nomor perkara 

0614/Pdt.G/2022/PA.Klt tertanggal 26 April 2022, Penetapan 

Nomor 1442/Pdt.G/2022/PA.Klt tertanggal 04 Januari 2022, serta 

Penetapan dengan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt tertanggal 29 

September 2022. Penetapan-penetapan tersebut berkaitan langsung 

dengan pokok bahasan pada penelitian ini, yaitu tentang 

permohonan izin poligami. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang 

hukum berasal dari buku-buku hukum perkawinan, artikel jurnal 

serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.22 Buku-buku 

hukum perkawinan seperti buku Amir Syarifuddin yang berjudul, 

Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, hasil penelitian, jurnal-

 
 21 Ibid., hlm. 59. 

 22 Ibid., hlm. 62. 



17 

 

 

 

jurnal mengenai Poligami, Pertimbangan Hakim, dan artikel lain 

yang menunjang penelitian ini. 

3) Bahan hukum Tersier  

 Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang 

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi. Bahan hukum 

tersier dalam penelitian ini adalah kamus, buku-buku metodologi 

penelitian hukum dan buku panduan penulisan skripsi. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

 Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara 

komunikasi (kontak langsung atau hubungan pribadi antara pengumpul 

data atau pewawancara) dengan sumber data (informan).23 

 Wawancara dapat disebut teknik pengumpulan data dengan 

interview pada satu atau beberapa orang yang terkait dalam penelitian, 

wawancara tersebut biasanya dilakukan dengan tatap muka langsung. 

Wawancara tersebut dilakukan dengan terstruktur (sudah direncanakan 

pertanyaannya) dan tidak terstruktur (tidak direncanakan pertanyaanya 

langsung bertanya saat wawancara).24 

 
 23 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, cet ke-1, (Jakarta: Granit, 2004), 

hlm.72. 

 24 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, cet ke-1, (Yogyakarta : Teras, 2001), 

hlm. 89. 
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 Wawancara dalam penelitian ini yaitu berbentuk wawancara 

terstruktur (pertanyaan sudah disusun terlebih dahulu sebelum 

penelitian) serta wawancara semi terstruktur (pertanyaan wawancara 

muncul dengan sendirinya dari pewawancara saat dilokasi wawancara).  

Wawancara tersebut dilakukan dengan hakim-hakim di lingkungan 

Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B yang memutus perkara permohonan 

izin poligami tahun 2022. 

 Adapun hakim yang dijadikan sumber data atau informan dalam 

penelitian ini berjumlah 2 orang, yaitu: Drs. Nurlaini M Siregar. S.H.I., 

M. S.I., dan Drs. Teddy Lahati, S.H.I., Semuanya merupakan hakim 

Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B yang menangani perkara 

permohonan izin poligami.  

b. Dokumentasi 

 Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

melihat dokumen resmi, catatan-catatan atau bahan rujukan yang terkait 

dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data sekunder yang berasal dari bahan hukum baik bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder maupun dari bahan hukum 

tersier. 

 Penentuan bahan hukum primer berupa salinan putusan Pengadilan 

Agama Klaten Kelas 1B, perihal permohonan izin poligami dilakukan 

dengan teknik Purpossive Sampling. Purpossive Sampling merupakan 

teknik pemilihan subjek dengan menggunakan kriteria tertentu yang 
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dianggap mempunyai kaitan erat dengan ciri-ciri populasi yang telah 

diketahui serta dianggap telah mewakili keseluruhan populasi dengan 

dihubungkan dan disesuaikan menggunakan kriteria tertentu.25 

1) Permohonan izin poligami yang dikabulkan pada tahun 2022 di 

Pengadilan Agama Kelas 1B dengan pendapatan pokok suami 

terkecil yaitu terdapat pada perkara nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt 

dengan penghasilan Rp.3.000.000. 

2) Permohonan izin poligami yang dikabulkan pada tahun 2022 di 

Pengadilan Agama Kelas 1B  dengan pendapatan  pokok suami 

terbesar yaitu terdapat perkara Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt 

dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.7.000.000. 

3) Permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1B yang 

permohonannya ditolak satu-satunya oleh hakim pada tahun 2022 

dengan Nomor Perkara 1442/Pdt.G/2022/PA.Klt yang menyebutkan 

penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000. 

4. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B 

yang berkedudukan di Jl. K. H. Samanhudi No.9 Klaten, RT.01/RW.12, 

Ngentak, Mojayan, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 

Adapaun waktu penelitian ini direncanakan selama tiga bulan yaitu pada 

bulan Juni sampai bulan Agustus 2023. 

 

 
 25 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm. 128. 
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5. Teknik Analisis Data 

 Menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu menganalisis isi dalam 

suatu penelitian.26 Penelitian ini memaparkan pertimbangan hakim 

Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B dalam penetapan perkara izin poligami 

di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B. Penjabaran dilakukan dengan teknik 

induktif, yaitu dengan gambaran konkrit perkara nomor 

1731/Pdt.G/2022/PA.Klt. perkara nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt. perkara 

nomor 1442/Pdt.G/2022/PA.Klt. berkaitan dengan dalil permohonan serta 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hal tersebut dikaitkan 

dengan aturan hukum khusus tentang poligami juga dikaitkan dengan teori 

pertimbangan hakim menghasilkan simpulan umum apa alasan hakim 

Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B menangani perkara tersebut disertai 

dengan argumen hukumnya, dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Klaten Kelas 1B dalam menentukan kelayakan suami untuk berpoligami. 

H. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan panduan penulisan dan 

penyusunan tugas akhir skripsi yang diberlakukan pada Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, penulisan ini terbagi 

menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab 

pembahasan, yaitu: 

 Bab I berupa pendahuluan tentang latar belakang masalah yang memuat 

pendapat ketertarikan penulis terhadap kajian tersebut, kemudian rumusan 

 
 26 Ibid., hlm. 92. 
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masalah, yakni memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh penulis mengenai 

masalah tersebut. Selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika 

penulisan.  

 Bab II berupa landasan teori, yang berkaitan dengan teori pertimbangan 

hakim. Bab ini berisi tentang: teori pertimbangan hakim yang meliputi apa saja 

yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan perkara. 

 Bab III berupa data hasil penelitian, yang berupa rekapitulasi perkara tahun 

2022, menerangkan deskripsi putusan permohonan izin poligami di Pengadilan 

Agama Klaten Kelas 1B berupa penyajian data hasil wawancara terhadap hakim 

Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B yang menangani perkara izin poligami pada 

tahun 2022. 

 Bab IV berupa bagian analisis data hasil penelitian, yang berisi analisis 

tentang pertimbangan hakim dalam menentukan kelayakan suami dalam 

berpoligami, analisis alasan apa yang digunakan hakim dalam memberikan izin 

poligami di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B serta analisis keabsahan 

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B yang digunakan 

dalam menerima serta memutus perkara permohonan izin poligami ditinjau dari 

beberapa asas-asas hukum yang diberlakukan di Pengadilan Agama  

 Bab V berupa bab penutup yang merupakan bagian akhir yang berisi 

kesimpulan dan saran terkait kajian yang dimaksud dari awal hingga akhir 

pembahasan sebagai bahan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait.
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BAB II 

TEORI PERTIMBANGAN HAKIM  

A. Teori Pertimbangan Hakim 

1. Pengertian Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim 

mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan 

berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting 

dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang 

mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu 

juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. 

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan 

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh 

Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.1 

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan 

pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan 

tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. 

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu 

peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna 

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat 

menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta 

 
1 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140. 



23 

 

 

 

tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga 

tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.2 

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat 

tentang hal-hal sebagai berikut:  

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 

disangkal.  

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek 

menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 

c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus 

mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim 

dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat 

dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.3 

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, 

putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara 

berimbang, yaitu sebagai berikut:  

a. Kepastian Hukum  

 Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus 

dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa 

konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum 

memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan 

 
2 Ibid, hlm. 141 

3 Ibid, hlm. 142 
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sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha 

ketertiban di masyarakat. 

b. Keadilan 

 Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau 

penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu 

mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak 

membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan 

oleh manusia. 

c. Manfaat 

 Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat 

mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan 

hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan 

hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.4 

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim 

 Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu 

didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang 

dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian 

hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum 

melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian 

hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 

1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undangundang Nomor 

 
4 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama......, hal 35 
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48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu 

kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam 

Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 

Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara 

Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara 

hukum Republik Indonesia.5 

 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam 

ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas 

dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal 

sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan 

wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, sehingga 

putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam 

pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya 

dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, 

lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, 

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.6 

 
5 Ibid, hlm. 142 

6 Ali Hamzah, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 94 
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 Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang 

tidak memihak (impartial judge), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-

undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak 

berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam 

pasal tersebut: ”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 

mebenda-bedakan orang”.7 

 Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan 

dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus 

menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan 

kepadanya, kemudain memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut 

dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. setelah itu hakim 

harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang 

hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak 

memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini 

diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 

2009, yakni: ”Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan 

mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada 

atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. 

Sorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk 

bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal 

(doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada 

nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

 
7 Ibid, hlm. 95 
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masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang 

No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: ”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. 

3. Aspek-Aspek Pertimbangan Hakim 

 Hakim merupakan pelaksana atas kekuasaan kehakiman dalam 

memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya harus 

mempertimbangkan dari berbagai aspek seperti, aspek yuridis normatif, 

aspek filosofis dan aspek sosiologis serta fakta yang terungkap selama masa 

persidangan berlangsung, sehingga keadilan yang ingin dicapai terwujud 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam putusannya, hakim harus 

berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral 

justice) dan keadilan masyarakat (sosial justice).8 Dengan demikian, 

putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukumnya, mencerminkan 

rasa keadilan, kepastian hukum dan mengandung kemanfaatan. Ketiga 

unsur tersebut sangat penting dalam pertimbangan hukum dalam 

mengambil keputusan, meskipun unsur keadilan lebih penting di atas ketiga 

unsur tersebut. 

a. Aspek Yuridis Normatif 

 Aspek yuridis normatif, yaitu merupakan salah satu aspek pertama 

dan yang utama bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara 

yang dihadapkan kepadanya. Aspek yuridis berkaitan dengan kepastian 

 
8 Hasanudin, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan 

Menggunakan Terjemahan BW, Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah agung RI edisi 2, 2016. 
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hukum. Dalam memutuskan suatu putusan seorang hakim harus 

memahami dan mengerti akan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan perkara yang dihadapkan kepadanya. Kepastian hukum 

menentukan berlakunya hukum didalam setiap tindakan penegak hukum 

(law in action) sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan (law 

in book) atau kaidah hukum yang pernah dibuat di dalam yurisprudensi. 

Hal ini berkaitan dengan pendapat yang mengatakan bahwa apa yang 

telah diatur di dalam hukum harus ditaati dan menjadi putusan 

Pengadilan.9 Mempertimbangkan dan menerapkan asas kepastian 

hukum cenderung lebih mudah karena tinggal hanya memasukan isi dari 

ketentuan peraturan perundang-undangan ke dalam putusan hakim, 

sedangkan keadilan hukum dan kemanfaan tidak cukup hanya melihat 

dari aspek yuridis normatifnya saja, melainkan harus terpenuhi yang 

lainya, yaitu filosofis dan sosiologisnya. 

b. Aspek Filosofis 

 Aspek Filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada 

kebenaran dan keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum, 

selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Seorang hakim yang 

merupakan salah satu unsur di dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman 

dituntut agar mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, 

jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum, agar dapat 

 
9 Bambang Sutiyoso, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, 

(Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 6 
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memberikan atau memenuhi asas kepastian hukum dari setiap produk 

putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Asas kepastian hukum semata 

lebih membuka peluang untuk tidak membuat putusan semau-maunya 

hakim dengan alasan yuridis formal semata.10 Artinya keadilan hukum 

tidak hanya bertumpu pada apa yang telah dirumuskan dalam peraturan 

perundang-undangan yang bersifat heteronom saja, akan tetapi keadilan 

yang ada dalam masyarakat adalah keadilan yang berbasis pada 

kehidupan nyata dan bersifat otonom.  

 Secara formal hakim juga tidak disalahkan apabila memutus suatu 

perkara yang dihadapkan kepadanya hanya berdasarkan hukum tertulis 

(keadilan hukum), akan tetapi hakim akan dinilai sebagai seorang hakim 

yang buta mata hatinya dari sisi integritas dan kapabilitasnya 

dipertanyakan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

yang mengatakan bahwa hakim sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat”11 artinya hakim dalam memutuskan suatu 

perkara tidak hanya berdasarkan aspek yuridis normatifnya saja akan 

tetapi aspek filosofis dan sosiologis juga perlu dipertimbangkan, yakni 

 
10 Bambang Sutiyoso, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, 

(Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 6 

11 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran 

Negara Republik Indonesia, tahun 2009 Nomor 157 
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hakim harus memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

di tengah-tengah masyarakat. 

c. Aspek Sosiologis 

 Aspek Sosiologis, memuat pertimbangan berdasarkan tata nilai 

budaya yang hidup dimasyarakat. Dalam penerapannya aspek filosofis 

dan sosiologis hakim harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai 

yang hidup di dalam masyarakat. Aspek sosiologis sangat penting 

diperhatikan agar dalam putusannya benar-benar sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Aspek 

sosiologis dalam pertimbangan putusan hakim sangat penting, agar 

putusan yang dihasilkan adalah putusan memenuhi rasa keadilan 

hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan, bagi para pihak yang 

berperkara. Manakala salah satu dari ketiga unsur tersebut terabaikan, 

bukan berarti putusan itu salah, tetapi dirasakan kurang sempurna, 

karena tidak memenuhi unsur unsur yang lengkap dalam putusanya. 

Terpenuhinya ketiga aspek tersebut di atas, yakni aspek yuridis 

normatif, filosofis dan sosiologis, merupakan upaya penegakan hukum 

yang bernilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sehingga dapat 

diterima oleh semua pihak yang berperkara serta masyarakat secara 

umum.12 

 
12 Bambang Sutiyoso, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, 

(Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 7 
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4. Fakta yang Terungkap Selama Persidangan 

 Hakim dalam memutuskan perkara yang terpenting adalah 

kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap selama masa persidangan 

berlangsung. Fakta adalah kenyataan yang terungkap tentang duduknya 

perkara yang sebenarnya di dalam persidangan. Fakta dari segi bentuknya 

ada dua, yaitu :  

1) Fakta Biasa, yaitu fakta yang belum diuji dengan alat bukti. 

2) Fakta Hukum, yaitu fakta yang telah diuji dengan alat bukti  

 Dalam persidangan, setelah menemukan fakta fakta yang ada, maka 

akan diuji dengan alat bukti (melalui pembuktian), sehingga menghasilkan 

fakta hukum, dan berdasarkan hal tersebut hakim mempertimbangkan 

hukumnya berdasarkan doktrin, yurisprudensi, setelah itu menentukan 

peraturan mana yang akan ditetapkan. Dalam penerapan hukum, hakim 

harus berhati-hati dalam menentukan pasal peraturan perundang-undangan, 

termasuk cara penulisannya.  

 Seorang hakim dalam memberikan pertimbanganya harus benar-

benar mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan 

berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban (konvensi), adanya rekonvensi, 

duplik, replik, rereplik dan reduplik, kesimpulan yang dihubungkan dengan 

alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil yang mencapai batas 

minimal pembuktian yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan.13 

 
13 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140. 
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BAB III 

PERKARA IZIN POLIGAMI DAN DESKRIPSI PUTUSAN IZIN 

POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN KELAS 1B TAHUN 

2022 

A. Rekapitulasi Perkara Tahun 2022 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Klaten Kelas 

1B, dalam laporan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Klaten Kelas 

1B terdapat 83 perkara sisa tahun 2021 dan perkara yang diterima tahun 2022 

berjumlah 2.654 perkara, dengan jumlah perkara tahun 2022 mencapai 2.737 

perkara, dan perkara yang diputus tahun 2022 berjumlah 2.685 perkara dengan 

sisa perkara yang belum diputus tahun 2022 sebanyak 52 perkara .1 

Dari 2.685 perkara yang di putus tahun 2022 oleh Pengadilan Agama 

Klaten Kelas 1B yang menjadi fokus peniliti adalah perkara permohonan izin 

poligami, berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2022 di Pengadilan 

Agama Klaten Kelas 1B, terdapat 9 perkara permohonan izin poligami dan yang 

diputus 7 perkara, tersisa sebanyak 2 permohonan izin poligami yang belum 

diputus sampai akhir tahun 2022.2  

Diantara 10 perkara permohonan izin poligami adalah Nomor 

0614/Pdt.G/2022/PA.Klt, dengan amar penetapan dikabulkan oleh Hakim  dan 

Penetapan Nomor 1304/Pdt.G/2022/PA.Klt, dengan amar penepatan dikabulkan 

oleh hakim, serta Penetapan Nomor 1442/Pdt.G/2022/PA, dengan amar 

penetapan ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B tahun 2022. 

 
1 Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus oleh Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B 

tahun 2022 

2 Tri Purwanti, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Klaten Kelats 1B, Wawancara 

Pribadi, 25 Juli 2023 Pukul 13.30-14.00 WIB.. 
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B. Deskripsi Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B 

Tahun 2022 

1. Penetapan Nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Klt3 

Penetapan ini merupakan penetapan atas perkara permohonan  izin 

poligami yang mana Pemohon dan Termohon adalah pasangan istri yang 

telah melakukan perkawinan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Propinsi 

Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/112/IV/1999 

tertanggal 12 April 1999. Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon 

bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Klaten, dan dari perkawinannya 

telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.  

Pemohon menghadap majelis hakim Pengadilan Agama Klaten 

Kelas 1B dengan permohonan yang intinya ingin menikah lagi (poligami) 

dengan seorang perempuan bernama Monika Ayu Habsari dengan alasan 

Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah saling mengenal sejak 

Tahun 2008 dan kemudian saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak 

segera menikah maka akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama. 

Selain itu Pemohon mempunyai nafsu seksualitas yang sangat tinggi, namun 

Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon, sehingga Termohon 

tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.  

Guna memenuhi kepentingan Pemohon, dengan mengajukan 

permohonan ke Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B, memohon agar 

 
 3 Penetapan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Klt perihal 

Penetapan Permohonan Izin Poligami Pemohon 04 Januari 2022. 
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permohonan Pemohon dikabulkan untuk berpoligami dengan istri barunya 

atas nama Monika Ayu Habsari, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap 

istri-istri dan anak-anak Pemohon dan Pemohon mampu memenuhi 

kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon 

bekerja sebagai wirausaha dibidang pertanian dan mempunyai penghasilan 

minimal Rp. 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulannya. 

Akan tetapi, bukannya permohonan tersebut dikabulkan namun 

penolakan dari Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B pada hari Selasa, 

tanggal 04 Januari 2022 dengan Pertimbangan Hukum antara lain: 

Menimbang, bahwa jika alasan Pemohon untuk berpoligami tersebut 

dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan dan maksud 

ketentuan perundang-undangan, Majelis berpendapat permohonan 

Pemohon tidak memenuhi persyaratan alternatif/fakultatif yang ditentukan 

oleh Undang-Undang yang berlaku. 

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan komulatif Pemohon juga 

tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, karena terbukti dalam 

persidangan Termohon menolak dan tidak rela Pemohon berpoligami, hal 

mana Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan pertama dari persyaratan 

komulatif yaitu adanya izin dari istri. 

Menimbang, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa di 

depan persidangan Pemohon mengakui sepenuhnya secara sadar telah 

melaksanakan pernikahan sirri dengan calon isterinya tersebut yang 

bernama Monika Ayu Hapsari, Maka perbuatan Pemohon sudah menikah 
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siri terhadap calon istri Pemohon tersebut adalah nyata sebuah pelanggaran 

terhadap peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Menimbang, bahwa 

dalam persidangan, Termohon telah dapat membuktikan masih sehat baik 

jasmani (fisik) dan ruhani (psikis), dan masih dapat melayani Pemohon 

dengan baik, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak paling kecil 

masih berusia 8 (delapan) bulan. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut, maka permohonan Pemohon a quo sepanjang permohonan izin 

poligami tidak cukup beralasan dan melawan hukum, oleh karena itu 

permohonan izin poligami Pemohon dinyatakan ditolak. 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak 

memenuhi persyaratan alternatif/faultatif dan dan tidak pula memenuhi 

persyaratan komulatif sehingga permohonan ijin poligami Pemohon ditolak 

oleh Majelis Hakim, maka Majelis berpendapat tidak perlu lagi untuk 

memeriksa penetapan harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan 

Termohon dengan demikian bukti surat P.6 sampai dengan P.15 tidak 

relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga dikesampingkan. 

2. Penetapan Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt4 

Penetapan ini merupakan penetapan atas perkara permohonan  izin 

poligami yang mana Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri 

yang telah melakukan perkawinan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat 

 
 4 Penetapan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt perihal 

Penetapan Permohonan Izin Poligami Pemohon, 26 April 2022. 
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Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten dengan 

Kutipan Akta Nikah Nomor 559/56/XI/2005 tanggal 20 Nopember 2005. 

Permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang beralamat tinggal di 

Kabupaten Klaten dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang 

anak. 

Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan izin poligami 

yang dimana pada tanggal 14 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 

0614/Pdt.G/2022/PA.Klt, telah mengajukan permohonan izin poligami di 

Pengadilan Agama kelas 1B Pemohon menghadap majelis hakim 

Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B dengan permohonan yang intinya ingin 

menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Anita Dyah 

Kusumawati dengan alasan bahwa sejak tahun 2012 Termohon diketahui 

menderita sakit gula, dan puncaknya sejak tahun 2017 Termohon tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon menderita 

sakit gula tinggi, sehingga Pemohon sangat khawatir akan melakukan 

perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak 

melakukan poligami. 

Karena hal tersebut, pemohon mengajukan permohonan yang 

intinya memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 

1B agar permohonan Pemohon dikabulkan untuk berpoligami dengan istri 

barunya atas nama Anita Dyah Kusumawati dan Pemohon mampu 

memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya, 

dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta 
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rupiah) dari pekerjaan bekam, dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap 

istri-istri Pemohon. 

Untuk mewujudkan keinginannya, Pemohon mengajukan 

permohonannya ke Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B. Permohonan 

tersebut diperiksa dan diputus kabul pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022. 

Adapun Pertimbangan Hukum yang digunakan hakim majelis adalah:  

Menimbang, bahwa dalam perkara ini alasan Pemohon mengajukan 

ijin poligami adalah karena Termohon sudah tidak mampu lagi melayani 

Pemohon, karena sakit gula yang dideritanya sejak tahun 2012 sehingga 

Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan 

di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Termohon sebagai istri 

Pemohon saat ini dalam keadaan sakit dan sudah tidak sanggup melayani 

Pemohon lahir dan batin. 

Menimbang, bahwa jika alasan Pemohon untuk berpoligami tersebut 

dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan dan maksud 

ketentuan perundang-undangan, Majelis berpendapat permohonan 

Pemohon telah memenuhi persyaratan alternatif/fakultatif dan kumulatif 

yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut diatas, maka permohonan izin poligami Pemohon harus 

dikabulkan. 
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3. Penetapan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt5 

Penetapan ini merupakan penetapan atas perkara permohonan  izin 

poligami yang mana Pemohon dan Termohon adalah pasangan istri yang 

telah melakukan perkawinan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 84/17/IV/2003 

tertanggal 28 April 2003. Permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang 

beralamat tinggal di Kabupaten Klaten dan dari perkawinannya telah 

dikaruniai 3 (tiga) orang anak. 

Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan izin poligami 

yang dimana pada tanggal 1 September 2022 dengan register perkara 

Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt, telah mengajukan permohonan izin 

poligami di Pengadilan Agama kelas 1B Pemohon menghadap majelis 

hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B dengan permohonan yang 

intinya ingin menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama 

Dwi Rustanti dengan alasan adalah Bahwa pernikahan antara Pemohon dan 

Termohon mulai awal tahun 2019 sampai sekarang ini selalu tidak ada 

ketentraman lahir dan batin dikarenakan Termohon berkeberatan dan 

kurang sanggup melayani Pemohon dalam melakukan hubungan 

selayaknya suami istri (seksualitas) karena Pemohon mempunyai hasrat 

biologis yang tinggi (hypersex) dan jika tetap dipaksakan Termohon merasa 

sangat tersiksa   

 
 5 Penetapan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt perihal 

Penetapan Permohonan Izin Poligami Pemohon, 29 September 2022. 
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Dalam permohonan tersebut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan 

Termohon selama ini sudah berusaha untuk saling menyabarkan diri, namun 

hal tersebut justru membuat Pemohon tidak bisa menyalurkan hasrat 

seksualitasnya secara menyeluruh. Oleh karena itu Termohon merasa 

adanya kekurangan atau keadaan tersebut dan mengakui tidak sanggup 

memenuhi kebutuhan seksual Pemohon sehingga tidak bisa melaksanakan 

kewajibannya sebagaimana seorang istri, maka Termohon mengizinkan 

kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Dwi Rustanti dari pada 

Pemohon berbuat selingkuh (zina) atau melanggar aturan agama 

Karena hal tersebut, pemohon mengajukan permohonan yang 

intinya memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 

1B agar permohonan Pemohon dikabulkan untuk berpoligami dengan istri 

barunya atas nama Dwi Rustanti, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap 

istri-istri dan anak-anak Pemohon dan Pemohon mampu memenuhi 

kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon 

mempunyai penghasilan setiap bulannya lebih kurang rata-rata sebesar Rp. 

7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).  

Permohonan tersebut dikabulkan pada hari Kamis tanggal 29 

September 2022 dengan Pertimbangan Hukum: Menimbang, bahwa oleh 

permohonan Pemohon telah memenuhi syarat utama, syarat fakultatif dan 

syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, 
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maka permohonan Pemohon beristri lebih dari satu (poligami) dengan Dwi 

Rustanti dapat dikabulkan 

C. Pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan Izin Poligami 

1. Drs. Nurlaini M Siregar. S.H.I., M. S.I. 

 Dalam menanggapi pertanyaan peneliti tentang pertimbangan hakim 

dalam putusan permohonan izin poligami, Ibu Nurlaini memberikan 

keterangan sebagai berikut: Terkait apa itu izin poligami ibu Nurlaini 

menjawab perizininan poligami itu suatu kewajiban, yang mana agar 

memberikan ketertiban administrasi jangan sampai berakibat kepada istri 

dan anak, tatacaranya mulai dari mengajukan ke pengadilan lalu melihat 

didalam permohonan terdapat alasan-alasan yang memenuhi atau tidak serta 

bukti-bukti seperti surat sakit jika istri mengidap penyakit lalu jika suami 

mampu ada surat keterangan mampu, dan jika istri meridhoi ada surat istri 

pertama dan istri kedua seperti surat pernyataan sanggup di madu yang di 

buat sendiri dan melihat ada paksaan atau tidaknya dari sang suami. 

Fungsi dari penetapan izin poligami itu agar tertib administrsi dan 

perlindungan bagi istri dan anak, dan hakim dalam membuktikan bagaimana 

istri memberikan izin poligami kepada suami yaitu cukup dengan melihat 

surat pernyataan sanggup di madu dan memberikan pertanyaan secara 

langsung di dalam persidangan dan juga bertanya kepada saksi di dalam 

persidangan, kemudian maksud dari istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya menjadi istri adalah istri tidak bisa memberikan keturunan, 

istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis sang suami. 
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Kemudian kriteria cacatnya istri yang termasuk dalam syarat 

pengajuan poligami adalah tidak bisa memberikan keturunan dan ada 

pemeriksaan dokter yang menyatakan bahwa istri tidak bisa memberikan 

keturunan dan tidak bisa memberikan pelayanan suami, lalu terkait 

bagaimana hakim membuktikan sakitnya istri untuk alasan poligami adalah 

dengan memberikan bukti surat pernyataan sakit dari dokter. Sedangkan 

terkait jaminan suami berhak berlaku adil terhadap istri dan anaknya adalah 

dengan memberikan surat pernyataan dan keterangan dapat berlaku adil 

dengan pertimbangan adanya harta yang dapat memberikan hidup istri dan 

anaknya, menganai bentuk keadilan suami sangat relatif, tergantung dengan 

kondisi keluarga tidak harus disama ratakan dengan standarisasi keluarga 

pada umumnya. 

Mengenai batasan finansial suami berpoligami Hakim tetap 

mempertimbangkannya akan tetapi bukan menjadi pertimbangan utama 

yang hakim gunakan dalam memutus perkara, di dalam perkara 

permohonan izin poligami tahun 2022 perempuan yang dimadu mengaku 

sudah mapan dan dia hanya membutuhkan teman untuk hidup bersama dan 

tidak mengganggu kebutuhan ekonomi keluarga pertama. Sedangkan hakim 

dalam memandang suami dapat berperilaku adil yang menjadi tolak ukur 

yaitu dengan adanya surat pernyataan dapat berperilaku adil dengan istri-

istri dan anaknya yang dibuat suami. 

Di dalam perkara perizinan poligami Hakim di dalam memutuskan 

perkara mempertimbangkan pada persetujuan dari istri untuk dimadu, maka 



42 

 

 

 

permohonan penggugat untuk berpoligami dapat dikabulkan. Perkara 

Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt yang diajukan oleh pemohon sudah terjadi 

suatu persetujuan antara termohon dan calon istri yang ingin dimadu, karena 

persetujuan itu hakim tidak bisa menolak walaupun keadaan finansial suami 

hanya Rp.3000.000 perbulannya. Jika pihak calon istri yang dimadu 

menyatakan bahwa dirinya sanggup untuk dimadu dan pihak istri sah juga 

menyatakan setuju maka hakim mengabulkan perizinan penggugat. Karena 

persetujuan istri dan calon istri yang menjadi dasar hakim dalam menerima 

suatu permohonan izin poligami, maka finansial bukan menjadi tolak ukur 

suami untuk berpoligami walaupun dalam perkara nomor 

1442/Pdt.G/2022/PA.Klt finansial yang dimiliki suami lebih besar akan 

tetapi jika dari pihak istri sah suami menolak untuk dimadu maka 

permohonan tersebut tidak akan dikabulakan oleh majelis hakim, akan 

tetapi hakim juga mempertimbangkan terkait finansial yang dimiliki suami, 

seperti kami para hakim juga melihat di dalam lapangan bahwa suami 

tersebut memang mampu untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya, 

tidak semata-mata hanya melihat dari kesanggupan dari pihak istri untuk 

dimadu, melainkan juga dari aspek-aspek lain.6 

2. Drs. Teddy Lahati, S.H.I. 

Tidak berbeda dengan pertimbangan yang telah disampaikan Ibu 

Nurlaini M Siregar, Bapak Teddy Lahati memberikan pertimbangan yang 

 
 6 Nurlaini M Siregar, Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B, Wawancara Pribadi, Kamis 4 

Agustus 2023,  Pukul 12.30-13.30 WIB 
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sama dengan memberikan informasi tentang permohonan perizinan 

poligami pada tahun 2022. Hasil wawancara adalah sebagai berikut: 

Poligami itu permohonan yang diajukan oleh seorang laki-laki yang sudah 

beristri dan dia ingin istrinya lebih dari satu, pada umumnya pengertian 

poligami seperti itu jadi harus mengajukan gugatan izin poligami, jadi dia 

mau menggugat istrinya, mau istrinya merestui atau tidak merestui harus 

tetap mengajukan izin poligami. Tata caranya pemohon harus membuat izin 

poligami, didaftar, kemudian mendudukkan istri sebagai pihak yang 

dilawan/digugat lalu, lalu membawa gugatan, membawa surat bahwa dia 

ingin berpoligami, membayar biaya perkara, mengadiri persidangan, 

menghadirkan istri dan mendengarkan keterangan istri didalam ruang 

sidang dan membawa saksi-saksi, memeriksa harta bersama yang dimiliki 

sebelumnya.  

Lalu fungsi dari penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama 

untuk memberikan legal atau memberikan kepastian hukum terhadap 

pernikahan kedua, jika tidak ada putusan pengadilan maka terjadi banyak 

pernikahan liar dan mahkamah agung sangat melarang, jadi tidak boleh 

misal punya istri dan menikah sirri dengan istri kedua dan mengajukan 

untuk berpoligami maka itu tidak boleh, harus di mulai dari awal. 

Yang dimaksud istri tidak dapat menjalankan kewajibannya menjadi 

istri adalah istri sudah sakit, sudah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai 

istri, tidak bisa lagi melahirkan keturunan, istri cacat badan. Terkait 

bagaimana kriteria cacatnya istri yang termasuk dalam syarat pengajuan 
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poligami Hakim melihat dengan cara mendengar keterangan istri, dan istri 

harus meyakinkan hakim bahwa dia tidak keberatan untuk dimadu, dan 

hakim akan menggali kenyataan yang sebenarnya dengan cara 

mengkonstartir, dan jika istri sudah membuat surat pertanyaan surat tidak 

keberatan dimadu dan bermatrai maka dianggap sah nya sarat poligami.  

Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan suami berhak berlaku 

adil terhadap istri dan anaknya adalah dengan tetap menafkahi, menyayangi, 

berlaku adil, dan rentan waktu kepada istri-istrinya seperti berapa hari waktu 

dengan istri pertama dan begitu juga dengan istri kedua harus bisa berlaku 

adil, makanya suami membuat surat pernyataan berlaku adil. Dan untuk 

jaminan suami dapat berlaku adil kepada istri dan anaknya setelah diputus 

hakim cukup dengan surat pernyataan saja, hakim hanya terbatas kepada 

kasus yang disampaikan. Bentuk keadilan suami kepada istri dan anaknya 

seperti nafkah tempat tinggal untuk istri dan anak, hanya seputar itu saja 

bentuk-bentuknya. 

Untuk batasan finansial suami untuk berpoligami Tergantung 

dengan finansial suami tidak ada batasan yang harus dipenuhi sebagai syarat 

pengajuan poligami, hakim tidak menentukan batasan finansial 

berpoligami. Sedangkan untuk membuktikan istri yang benar-benar sakit, 

hakim membuktikan sakitnya istri untuk alasan poligami harus adanya surat 

kesehatan dari dokter. Hakim memandang suami dapat berperilaku adil 

yang menjadi tolak ukur cukup denga pengakuan, selain itu hakim juga 

turun kelapangan melihat pekerjaan dan mempertimbangkan suami ini 
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mampu atau tidaknya untuk berpoligami. Sedangkan ketentuan suami untuk 

berpoligami Hakim melihat dari kemampuan suami secara finansial, lahir 

batin, psikis atau kejiawaan dan harus meyakinkan kalau dia mampu dan 

menyakinkan dengan surat yang ditandatangani semua pihak.  

Didalam beberapa permohonan yang kami putus di tahun 2022 

terdapat perkara yang diajukan ke pangadilan untuk izin piligami dengan 

penghasilan Rp.3000.000 perbulannya, jika dilihat dari segi finansial 

sedikitlah uang itu untuk memenuhi kedua istri dan anak-anak nya, dan 

kenyataannya sudah terjadi suatu persetujuan antara termohon dan calon 

istri yang ingin dimadu, sebab dari persetujuan keduanya hakim tidak bisa 

memutus tolak walaupun keadaan finansial suami hanya Rp.3000.000 

perbulannya. Jika pihak calon istri yang dimadu menyataka mau untuk 

dimadu dan pihak istri sah juga menyatakan setuju maka hakim apa boleh 

buat dengan persetujuan mereka. Karena persetujuan istri dan calon istrilah 

yang menjadi kunci utama diterima dan ditolaknya suatu permohonan izin 

poligami. Dalam kasus ini majelis hakim memberi suatu pertimbangan 

untuk memutuskan permohonan ini terkait dengan finansial yang dimiliki 

pemohon. Pertimbangan Hakim terkait dengan finansial bukanlah menjadi 

tolak ukur suami untuk berpoligami akan tetapi persetujuan dari pihak istri-

istri yang menjadi pertimbangan dikabulkannya permohoan izin poligami.7

 
 7  Teddy Lahati, Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B, Wawancara Pribadi, Kamis 4 

Agustus 2023,  Pukul 14.30-14.50 WIB. 
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BAB IV 

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN 

KELAYAKAN SUAMI UNTUK BERPOLIGAMI 

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Dalam 

Memutus Permohonan Izin Poligami 

 Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B dalam memutus permohonan 

izin poligami dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut ada yang 

berupa pertimbangan hukum dalam aturan perundang-undangan, pertimbangan 

hukum yang bersumber pada hukum Islam, serta pertimbangan sosial. Diantara 

pertimbangan hukum berupa pertimbangan yuridis berupa pertimbangan yang 

berasal dari peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan syar’i yang 

dikemukakan oleh hakim. Selain berupa pertimbangan yuridis, hakim dalam 

memutus perkara permohonan izin poligami juga memperhatikan pertimbangan 

non yuridis berupa pertimbangan sosiologis. Pertimbangan sosiologis 

merupakan pertimbangan diluar fakta-fakta hukum persidangan maupun diluar 

ketentuan hukum. 

Seperti persoalan yang terjadi di Pengadilan Agama Klaten mengenai 

perkara permohonan izin poligami, antara lain: Ditolaknya Penetapan Nomor 

1442/Pdt.G/2021/PA.Klt., dalam pertimbangannya hakim mendasarkan dasar 

pertimbangan hukumnya pada ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, 

bab VIII Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Bab IX 

Kompilasi Hukum Islam disebutkan ketentuan mengenai poligami, bahwa 
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pengadilan hanya memberikan izin poligami apabila memenuhi syarat-syarat 

diantaranya sebagai berikut:  

“istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri 

mendapat cacat badan yang tidak bisa disembuhkan, dan istri tidak dapat 

melahirkan keturunan”.  

 

Dalam persidangan, hakim memperhatikan faktor keterpaksaan dari 

termohon yang mengizinkan pemohon untuk poligami karena adanya ancaman 

dari pihak pemohon. Berdasarkan hal tersebut, dalam penilaiannya hakim 

menilai permohonan pemohon tidak memenuhi tujuan perkawinan 

sebagaimana Al-Quran surat An-Nur ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga 

yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang 

dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk 

keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga hakim 

juga berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi unsur kumulatif 

sebagaimana pada pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

Selain itu, aspek utama yang menjadi dasar dikabulkannya poligami adalah 

aspek dapat berlaku adil, karena jika seseorang tidak bisa berlaku adil maka 

diharamkan baginya untuk berpoligami sebagaimana disebutkan dalam QS. An-

Nisa ayat 129 dan kemudian diambil alih sebagai pendapat oleh majelis hakim 

yang berbunyi : 

”Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-

istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga 

kamu biarkan yang lain terkatung-katung: dan jika kamu mengadakan 



48 

 

 

 

perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”1 

 

Adapun dalam Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan 

bahwa “syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku 

adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya”.2 

Menurut hemat penulis, dapat dilihat bahwa pemeriksaan berkaitan dengan 

pembuktian yang didalilkan pemohon dalam permohonannya di persidangan 

mempengaruhi majelis hakim Pengadilan Agama Klaten dalam menyelesaikan 

perkara permohonan izin poligami nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Kl. Secara garis 

besar pertimbangan hukum hakim yang kemudian menolak permohonan 

pemohon dipengaruhi oleh fakta-fakta di antaranya, majelis hakim menilai 

bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami bertentangan 

dengan ketentuan perundang-undangan jika dihubungkan dengan fakta yang 

ditemukan di persidangan, dan majelis hakim berpendapat permohonan 

pemohon tidak memenuhi persyaratan alternatif atau fakultatif yang ditentukan 

oleh Undang-Undang yang berlaku. 

Sedangkan Penetapan Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt. dan Penetapan 

Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt., dikabulkan oleh Hakim Pangadilan Agama 

Klaten Kelas 1B dengan Pengakuan Termohon bersedia dimadu karena ia 

merasa sudah tidak bisa melayani sang suami karena penyakit yang dideritanya 

dan termohon juga merasa sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajiban 

 
1 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih, 

Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta, CV. Darus Sunnah, 2011), hlm. 78 

2 Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam 
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layaknya seorang istri pada umumnya. Istri pemohon selaku termohon dalam 

keterangannya mengaku tidak keberatan jika pemohon menikah lagi dengan 

perempuan tersebut, calon istri kedua pemohon dalam hal ini juga mengaku 

tidak keberatan apabila dimadu oleh pemohon.  

Kemudian oleh majelis hakim Pengadilan Agama Klaten perkara tersebut 

diperiksa hingga diadili dengan sampai pada putusan yang di landaskan pada 

beberapa pertimbangan-pertimbangan terhadap ancaman yang akan terjadi jika 

permohonan tersebut ditolak, serta utilitas yang akan terjadi jika permohonan 

tersebut dikabulkan. Pada proses pemeriksaan, majelis hakim selain 

mendengarkan penjelasan dari pihak pemohon juga memberi keleluasaan pada 

pihak termohon sebagai istri pemohon untuk memberikan tanggapan dari surat 

permohonan yang telah pemohon ajukan. Dalam dalil jawaban termohon pada 

pokoknya semua dalil-dalil yang telah disampaikan pemohon dibenarkan dan 

termohon juga memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan 

calon isteri kedua, termohon juga tidak keberatan akan hal itu. 

Selain mendengarkan dan menghadirkan pihak pemohon dan termohon, 

majelis hakim juga memberikan kesempatan kepada calon isteri kedua untuk 

didengarkan penjelasannya, yang pokoknya keterangan dari pemohon dan 

termohon dibenarkan dan siap menerima menjadi istri kedua serta berjanji 

untuk berperilaku baik terhadap termohon nantinya. Calon isteri kedua juga 

membenarkan bahwa antara ia dan pihak pemohon tidak ada penghalang yang 

dapat menghalangi sahnya pernikahan baik itu dalam segi syariat islam ataupun 
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dalam segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam faktanya 

diketahui juga bahwa calon istri kedua juga memiliki pekerjaan. 

Setelah mendengarkan keterangan dari beberapa pihak, majelis hakim juga 

memeriksa beberapa alat bukti yang telah pemohon lampirkan dalam 

permohonannya, seperti alat bukti surat yang ditandai oleh majelis hakim 

dengan P.1 s/d P.7 yang sah ditandai dengan materai sebagaimana sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985. Kemudian majelis 

hakim menghadirkan dua orang saksi dalam muka persidangan untuk didengar 

secara langsung kesaksiannya sebagai bahan pertimbangan untuk alat bukti 

dalam perkara yang diajukan oleh pemohon dalam permohonannya.3 Bahwa 

menurut keterangan dari saksi, membenarkan dalil-dalil pemohon dan 

termohon. Menurut keterangan dari saksi pihak pemohon dibenarkan juga oleh 

kedua saksi, bahwa pada Penetapan Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt. pemohon 

pekerja sebagai tukang bekam yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000 

perbulannya. 

Setelah memeriksa dan mendengarkan pihak pemohon, termohon dan juga 

saksi, majelis hakim mempertimbangkan hukum dari keterangan-keterangan 

pihak terkait berdasarkan fakta dalam persidangan. Yang menjadi bahan 

pertimbangan pertama hakim adalah adanya izin dari pihak termohon kepada 

pemohon yang akan menikah lagi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 5 ayat 1 

 
 3 Amiruddin, Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi (Studi Kasus pada 

Mahkamah Syari’ah di Aceh), Jurnal Syarah, Nomor. 2, 2020, hlm. 161. 
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huruf (a). Dalam pasal tersebut menjelaskan terkait syarat yang harus pemohon 

penuhi sebelum mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama 

salah satunya adalah adanya pembenaran dari isteri untuk berpoligami.  

Sebagaimana fakta persidangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama 

Klaten mendasarkan pertimbangan hukumnya dengan melihat ketentuan pada 

pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu, suami diperbolehkan melakukan 

praktik poligami atas izin Pengadilan Agama jika istri pemohon lepas 

tanggungjawab atas tugasnya sebagai istri, istri tidak bisa sembuh dari adanya 

penyakit pada dirinya dan istri tidak bisa memberikan keturunan.4 Ketentuan 

syarat izin poligami yang ada dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sama 

halnya dengan syarat ketentuan izin poligami yang ada dalam pasal 5 ayat 1 

Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana 

diketahui bahwa kompilasi hukum islam merupakan sebuah pedoman dalam 

sumber rujukan hakim dalam mengadili perkara keperdataan, sebagaimana 

yang telah diberlakukannya melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991.5 

Kemudian yang menjadi dasar pertimbangan hakim selanjutnya adalah 

sebagaimana yang diketahui sebelumnya dalam fakta persidangan, bahwa 

pemohon bekerja sebagai tukang bekam dan memiliki gaji sejumlah Rp. 

3.000.000 tiap bulannya. Hal tersebut berdasarkan pembenaran dari pihak 

termohon dan saksi dirasa kurang menjamin pemenuhan kebutuhan hidup 2 

 
 4 Penetapan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt perihal 

Penetapan Permohonan Izin Poligami Pemohon, 26 April 2022. 

 5 Muhammad Sabir, “Hukum Islam dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap Beberapa 

Hukum Perdata Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, DIKTUM: Jurnal Syariah dan 

Hukum, Nomor. 2, 2020, hlm. 2. 
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keluarga, oleh karenanya hakim khawatir pemohon tidak bisa menjamin hidup 

keluarganya nantinya dengan berpatokan pada biaya hidup harian di tempat 

tinggalnya klaten. Dalam hal ini dasar pertimbangan hakim merujuk pada 

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1 huruf (b), Pasal 58 ayat 

1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. 

Terlihat jelas, bahwa yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam 

putusannya pada nomor register perkara 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt terletak pada 

adanya izin dari istri yang hendak dimadu oleh pemohon sebagaimana sesuai 

dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 poin (a) Undang-Undang RI Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun jika ditinjau berdasarkan aspek 

yuridis, dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 KHI, dimana alasan yang 

memungkinkan bagi seseorang untuk berpoligami adalah terbatas diantaranya 

adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, istri mendapat 

cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan 

keturunan. Maka, permohonan pemohon tersebut memenuhi syarat 

diperbolehkannya melakukan poligami.6 

Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian ditemukan 

fakta-fakta hukum dimana pemohon memiliki penghasilan Rp.3000.000 yang 

cukup untuk menafkahi 2 orang istri, dan pemohon sanggup berlaku adil 

terhadap istri dan anak-anaknya sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 5 

ayat 1 No 1 Tahun 1974 dan pasal 55 ayat 2 dan pasal 58 ayat 1 KHI. Walaupun 

 
6 pasal 4 ayat 2, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
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hanya dengan penghasilan Rp.3.000.000 perbulannya calon istri tidak keberatan 

melainkan dia hanya membutuhkan pendamping dalam menemani 

kesehariannya, mengingat calon isteri juga memiliki pekerjaan sendiri jadi tidak 

menggantungkan finansial dari Pemohon. 

 Dalam ketiga kasus diatas hakim dalam memutus perkara tersebut 

menggunakan beberapa pertimbangan, dari ketiga putusan tersebut dapat 

diamati bentuk pertimbangan hakim berdasarkan hasil wawancara dengan para 

hakim Pengadilan Agama Klaten  yang berjumlah 2 (dua) orang, yaitu Nurlaini 

M Siregar, Teddy Lahati, mereka sependapat bahwa yang menjadi dasar dan 

pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin 

poligami adalah sebagai berikut, yaitu:7 

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

 Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi dasar 

diperbolehkannya poligami diatur pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi 

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih 

dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.8 

Dengan mencantumkan alasan-alasan poligami yang diatur dalam Pasal 4 

ayat (2) yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri 

mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri 

tidak dapat melahirkan keturunan. Serta memenuhi syarat-syarat poligami 

dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, 

 
 7 Nurlaini, Teddy, Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B, Wawancara Pribadi, Kamis 4 

Agustus 2023,  Pukul 12.30-14.50 WIB 

 8 Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan 

berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.9 

b. Dalil Al-Qur’an 

Dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang berkenaan tentang poligami,  

yaitu QS. An - Nisa’ ayat 3 yang artinya:  

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) 

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu 

adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’ ayat 3).10 

 

c. Berdasarkan surat pernyataan 

Surat pernyataan adalah surat yang menyatakan kemampuan atau 

kesanggupan atau kesediaan sesorang atau kelompok melakukan sesuatu 

atau bertanggung jawab mengenai resiko yang akan terjadi. Dalam hal ini 

antara lain surat pernyataan istri pertama, surat pernyataan kesanggupan 

memenuhi kebutuhan hidup para istri dan anak-anaknya, surat pernyataan 

kesanggupan berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya, surat 

pernyataan calon istri kedua untuk tidak mengganggu gugat harta bersama 

yang telah ada dengan istri pertama. 

d. Berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah 

 
 9 Pasal 56-57 dalam Kompilasi Hukum Islam 

 10 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih, 

Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta, CV. Darus Sunnah, 2011), hlm 78 
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 Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan di depan 

hakim guna kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu 

yang ia mengalami, mendengar, merasakan dan melihat dengan sendiri 

suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang 

dipersengketakan.11 

 Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada 

izin poligami ini didasarkan pada syarat kumulatif poligami sebagaimana yang 

sudah peneliti jelaskan. Sehingga hakim memberikan izin poligami dengan 

mempertimbangkan syarat kumulatif seperti adanya persetujuan istri untuk 

dipoligami. Berkaitan dengan batasan Kemampuan Finansial, Hakim 

menggunakan Pendekatan holistik yang bertumpu pada kacamata sosiologi 

daerah tertentu yakni biaya hidup daerah tertentu, gaji pokok daerah tertentu, 

status sosial keluarga serta keadaan keluarga dan keadaan calon istri kedua atau 

seterusnya. Sehingga batasan kemampuan finansial sangat fleksibel meskipun 

kemampuan finansial merupakan syarat kumulatif namun jika terdapat keadaan 

yang memungkinkan suami untuk menikah lagi maka syarat ini 

dikesampingkan. Bahkan kemampuan finansial hanya syarat penunjang 

bukanlah syarat utama, sehingga tidak ada batasan nominal dalam Undang-

Undang yang yang menjadi sebuah kebijakan dalam mengukur keadilan 

soerang suami. 

 
 11 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 

Cet.4, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 249. 
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B. Analisis Penentuan Kelayakan Suami Untuk Poligami Oleh Hakim 

Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B 

Dua  hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B yang penulis wawancarai 

berpendapat dalam menentukan kelayakan suami untuk berpoligami di 

Pengadilan Agama Klaten dalam putusannya tahun 2022, tentang permohonan 

izin poligami terdapat syarat seorang suami untuk poligami yang tercantum 

dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, penjelasan dalam Undang-Undang RI Tahun 1974 pasal 4 ayat 1 

dan 2 sangatlah jelas, bahwa Pengadilan Agama bisa memberikan izin poligami 

kepada suami apabila: pertama, seorang istri tidak bisa menjalankan 

kewajibannya sebagaimana semestinya menjadi seorang istri. Kedua, istri 

memiliki sakit yang tidak bisa disembuhkan. Sehingga ketiga, istri tidak bisa 

memberikan keturunan.  

Adapun syarat yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 disebut dengan syarat 

alternatif, yang artinya syarat yang dapat dijadikan alasan pemohon dalam 

permohonanya sekurang-kurangnya memenuhi satu dari tiga syarat yang 

sebagaimana telah tertera dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974.12 Sebagaimana bahan pertimbangan hukum hakim di 

dasari oleh adanya izin dari istri pertama kepada pemohon untuk dimadu. 

Pertimbangan hakim ini telah sesuai dengan ketentuan yang harus dipenuhi 

pemohon sebelum meminta izin poligami ke Pengadilan Agama yang terdapat 

 
 12 Dian Latifiani, “Implementasi Syarat Berpoligami Menurut UU NO 1 Tahun 1974 (Studi 

di Kota Semarang)”, MMH: Masalah-Masalah Hukum, Nomor. 4, 2013, hlm. 5. 
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dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974. Syarat yang 

terdapat dalam pasal 5 ayat 1 disebut dengan persyaratan kumulatif, maksudnya 

syarat kumulatif merupakan syarat yang wajib secara keseluruhan bagi suami 

penuhi yang akan mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.13 

Dalam pengabulan izin poligami majelis hakim juga meminta tentang surat 

keterangan jaminan suami memenuhi keperluan hidup dan berlaku adil yang 

dibubuhi dengan keterangan kepala desa tempat kediaman suami terkait gaji 

yang dimiliki pemohon perbulannya selain dari pengakuan termohon dan 

keterangan saksi, hakim merasa khawatir bahwa pemohon tidak bisa menjamin 

kebutuhan kedua keluarganya nantinya jika melihat dari biaya hidup harian di 

tempat huniannya di Klaten.  

Sebagaimana surat tersebut merupakan salah satu syarat kumulatif yang ada 

didalam pasal 5 ayat 1 poin b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan yang berbunyi “untuk dapat seorang suami mengajukan 

permohonan ke Pengadilan, maka ia harus memberikan kepastian mampu untuk 

menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka”. 

Menurut penulis jaminan suami yang mampu menjamin keperluan hidup dan 

berlaku adil tersebut jika dilihat dari segi pendapatan bulanan yang dimiliki 

suami dengan dilihat dari surat keputusan gubernur Jawa Tengah mengenai 

upah minimum kabupaten Klaten yang memiliki upah di bawah Rp.3.000.000 

 
 13 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 97 
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dalam penetapan nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt kurang menjamin jika 

dikaitkan untuk menghidupi kedua keluarganya. 

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan surat keputusan gubernur Jawa 

Tengah Nomor 561/54/2022  tentang Upah Minimum Kabupaten atau Kota di 

Jawa Tengah Tahun 2023 tepatnya di Kabupaten Klaten sebesar Rp.2.152.322., 

hal ini adanya kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak Rp.136.699.14 Apabila 

merujuk pada surat keputusan gubernur mengenai Upah Minimum Kabupaten 

atau Kota tahun 2023 tersebut menurut penulis gaji pemohon dalam posisi 

diatas standar UMK Klaten. meskipun begitu menurut penulis angka 3.000.000 

belum tentu bisa menjamin kehidupan kedua keluarganya. 

Apabila dilihat dari kacamata Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan pasal 5 ayat 1 poin b yang membahas terkait syarat bagi 

suami yang hendak mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama memang 

tidak dijelaskan secara rinci mengenai besaran jaminan suami dalam memenuhi 

kebutuhan keluarga, dalam Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan 

suami mampu menjamin keperluan hidup dan mampu berlaku adil. 

Sebagaimana isi dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang yaitu menghadirkan baik 

tertulis atau lisan keterangan istri pertama yang siap di madu, jaminan kepastian 

suami nantinya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan jaminan suami 

bersikap adil kepada kedua istrinya serta anak-anaknya kelak.15 

 
 14 Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54/2022 tentang Upah Minimum 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023, hlm. 5. 

 15 Pasal 5 ayat 1 Undng-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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Seperti yang telah diketahui bersama dalam hukum Islam maupun hukum 

positif dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 mengenai 

siapa yang berkewajiban memenuhi nafkah dalam rumah tangga yaitu 

merupakan kewajiban mutlak bagi seorang suami yang dalam hal ini merupakan 

kepala keluarga.16 Dalam Islam sendiri diperbolehkannya untuk berpoligami 

dengan syarat utamanya seorang suami mampu untuk berlaku adil dan apabila 

seorang suami tersebut tidak bisa berlaku adil, maka lebih baik nikahi satu 

diantara istri-istri.17 Adapun yang dimaksud adil disini seorang suami mampu 

memenuhi, mengurus serta menafkahi istri dan anak-anaknya berupa makan, 

pakaian, tempat kediaman, jatah giliran dan pemenuhan lainnya.18 Oleh kerena 

itu, jika dilihat dari segi pendapatan keuangan yang dimiliki pemohon 

perbulannya, menurut penulis gaji yang dimiliki pemohon tiap bulannya masuk 

dalam kategori kurang mencukupi keperluan hidup dua istri dan beberapa anak. 

Sehingga jaminan untuk memenuhi keperluan hidup dan berlaku adil istri-

istrinya dan anak-anaknya dikatakan kurang memenuhi. 

Sebagaimana jika melihat pada putusan pengadilan tersebut, diketahui 

bahwa dalam putusan 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt suami tidak memiliki pekerjaan 

sampingan lainnya selain pekerjaan utamanya sebagai tukang bekam, diketahui 

juga bahwa istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga, sehingga tidak adanya 

 
 16 Pasal 34 ayat 1Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 17 Hariyanti, “Konsep Poligami Dalam Hukum Islam”, Risalah Hukum, Nomor.2, 2008, 

hlm. 107. 

 18 Muhamad Arif Mustofa, “Poligami dalam Hukum Agama dan Negara”, AL IMRAH, 

Nomor.1, 2017, hlm. 49. 
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penghasilan lain yang dapat membantu perekonomian dalam keluarga. Oleh 

karena itu dalam hal ini penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga 

berpusat pada suami tersebut yakni sebesar 3.000.000 per bulannya. Sehingga, 

apabila melihat hal tersebut, maka penghasilan yang berpusat pada pendapatan 

suami sebesar 3.000.000 yang digunakan memenuhi keperluan satu istri dan 

anak-anaknya dinilai tidak bisa memenuhi keperluan hidup berumah tangga, 

apalagi jika bertambahnya anggota keluarga akibat perkawinan poligami 

tersebut. 

Begitu juga dengan pertimbangan hakim tentang pengabulan izin poligami 

yang dikarenakan kedua pihak pemohon dan calon istri kedua telah kenal lama 

dan sulit untuk dipisahkan menurut penulis tidak bisa dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan hukum, karena alasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan 

yang ada didalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan mengenai izin poligami di Pengadilan Agama. Adapun 

pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut yaitu 

adanya surat keterangan izin berpoligami dari istri pertama terhadap pemohon. 

Alasan tersebut telah sesuai dengan syarat yang tertera dalam pasal 5 ayat 1 

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.  

Menurut penulis persoalan dikabulkannya permohonan izin poligami 

tersebut nantinya akan lebih besar akibat yang diterima pada keluarga tersebut, 

karena penulis melihat pada jaminan suami dalam memenuhi keperluan hidup 

istri-istri dan anak-anaknya. Sebagaimana gaji yang dihasilkan oleh pemohon 

dari pekerjaannya sebagai tukang bekam dan gaji tersebut merupakan gaji 
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pendapatan satu-satunya yang perbulannya mendapat uang sekitar Rp. 

3.000.000 untuk memenuhi keperluan hidup kedua istrinya dan anak-anaknya 

tidaklah cukup. Pemenuhan kebutuhan hidup bukanlah hanya bersifat batiniyah 

melainkah juga adanya pemenuhan kebutuhan secara lahiriyah seperti makan, 

pakaian dan tempat kediaman bagi dua istrinya serta bagi anak-anaknya, oleh 

karenanya penulis beranggapan gaji tersebut kurang dalam memenuhi 

kebutuhan keluarga pemohon kedepannya. 

Dari ketiga penetapan izin poligami tersebut hakim mempertimbangkan 

aspek normatif, yuridis serta sosiologis: 

1 Perkara permohonan izin poligami yang meliputi fakta persidangan berupa 

kesesuaian antara dalil permohonan dengan pembuktian melalui surat, 

pengakuan, keterangan saksi. Setiap permohonan izin poligami harus 

menyertakan alasan alternatif berupa Isteri tidak bisa menjalankan 

kewajiban sebagai isteri, isteri didapati cacat badan atau penyakit yang tidak 

bisa disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Diantara alasan 

alternatif tersebut hakim mengabulkan permohonan nomor 

0614/Pdt.G/2022/PA.Klt. karena didapati isteri sakit gula sehingga tidak 

menjalankan kewajibannya, kemudian penetapan nomor 

1731/Pdt.G/2022/PA.Klt. karena didapati suami hyper seks dibuktikan 

dengan pengakuan, sedangkan pada penetapan nomor 

1442/Pdt.G/2022/PA.Klt kerena didapati tidak terpenuhinya alasan 

poligami. 
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2 Pertimbangan berupa ketentuan Hukum yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan meliputi: Ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

3 Diluar aspek normatif dan yuridis hakim mempertimbangkan aspek 

sosiologis berupa persetujuan isteri terdahulu dari ketiga penetapan dua 

diantaranya dikabulkan dengan terpenuhinya izin istri terdahulu sedangkan 

pada penetapan yang menolak permohonan izin poligami mendasarkan 

karena tidak adanya izin istri terdahulu. Hakim mengesampingkan faktor 

Finansial, terbukti pada penetapan nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt yang 

berpenghasilan Rp. 3.000.000., dikabulkan karena adanya persetujuan dari 

istri sedangkan dalam penetapan Nomor 1442/Pdt.G/2022/PA.Klt ditolak 

karena tidak adanya persetujuan dari istri meskipun secara finansial lebih 

besar daripada yang dikabulkan. 



 

 

63 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penelitian ini 

dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Dari ketiga permohonan izin poligami tersebut, dapat dilihat bahwa hakim 

dalam menyelesaikan perkara di persidangan mempunyai pertimbangan 

hukum atau legal reasoning. penetapan izin poligami nomor 

0614/Pdt.G/2022/PA.Klt., penetapan nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt dan 

penetapan nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Klt. berupa: 

a Aspek Yuridis berupa fakta persidangan berupa kesesuaian antara dalil 

permohonan dengan pembuktian melalui surat, pengakuan, keterangan 

saksi. Setiap permohonan izin poligami harus menyertakan alasan 

alternatif berupa Isteri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri, 

isteri didapati cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, 

isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

b Aspek Normatif berupa ketentuan Pasal 5 ayat 1 adanya pesetujuan 

isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan 

hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka yang dibuktikan dengan surat 

pernyataan kesanggupan memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-

anaknya. persetujuan isteri atau isteri-isteri yang diberikan dalm bentuk 

tulis kemudian dibuktikan dalam bentuk pengkuan lisan, tetapi 

sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas 

dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Serta 
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keterangan dua orang saksi yang menyatakan tidak adanya larangan 

perkawinan antara calon istri kedua dengan pemohon izin poligami 

c Aspek Sosiologis berupa persetujuan isteri terdahulu yang mana dari 

ketiga penetapan dua diantaranya dikabulkan dengan terpenuhinya izin 

istri terdahulu sedangkan pada penetapan yang menolak permohonan 

izin poligami mendasarkan karena tidak adanya izin istri terdahulu. 

Selain itu hakim juga mengesampingkan faktor Finansial, terbukti pada 

penetapan nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt yang berpenghasilan Rp. 

3.000.000., dikabulkan karena adanya persetujuan dari istri sedangkan 

dalam penetapan Nomor 1442/Pdt.G/2022/PA.Klt ditolak karena tidak 

adanya persetujuan dari istri meskipun secara finansial lebih besar 

daripada yang dikabulkan. 

2. Hakim menentukan kelayakan suami berpoligami di Pengadilan Agama 

Klaten Kelas 1B tahun 2022 dalam Perkara nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt, 

Perkara Nomor 1442/Pdt.G/2022/PA.Klt, dan Perkara Nomor 

1731/Pdt.G/2022/PA.Klt, sesuai dengan pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 

Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974. Selain itu majelis hakim juga 

meminta surat keterangan jaminan suami memenuhi keperluan hidup dan 

berlaku adil yang dibubuhi dengan keterangan kepala desa, pertimbangan 

utama hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut yaitu adanya surat 

keterangan izin berpoligami dari istri pertama terhadap pemohon sesuai 

dengan syarat yang tertera dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 

1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
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B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis ingin 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Masyarakat Luas 

 Apabila hendak memutuskan untuk berpoligami terlebih dahulu 

hendaknya juga harus memahami seperti apa ketentuan-ketentuan hukum 

yang berlaku di Indonesia. Faktor kelemahan istri dalam memenuhi hasrat 

biologis suami  yang tinggi sering menjadi jalan pintas agar permohonan 

izin poligami dapat dikabulkan. Padahal pada kenyataannya, permohonan 

izin poligami tetap mempertimbangkan syarat alternatif dan syarat 

kumulatif sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. 

2. Bagi Pengadilan Agama 

 Pengadilan Agama selaku badan peradilan yang memiliki 

wewenang dalam memberikan izin poligami hendaknya menafsirkan 

standar penghasilan yang seperti apa yang dianggap mampu untuk 

memenuhi kebutuhan istri dan anak agar lebih jelas lagi dan tidak 

menimbulkan perselisihan. Selain itu, hendaknya pengadilan agama juga 

harus lebih memperhatikan nasib dari anak dan istri yang permohonan izin 

poligaminya dikabulkan berkaitan dengan finansial seorang suami dalam 

memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. 



 

 

66 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Kelompok Buku-Buku: 

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta : Akademika Pressindo, 2010. 

Adi, Rianto, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, cet ke-1, Jakarta: Granit, 

2004. 

Sutiyoso, Bambang, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, 

Yogyakarta: UII Press, 2012  

Aj-jahrani, Musfir, Poligami dari Berbagai Presepsi, Jakarta: Gema Insani 

Press, 1997.    

Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004. 

Hamzah , Ali, KUHP dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 94 

Ghazaly, Abdurrahman, Fiqih Munakahat, cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2003 

Hariyanti, Konsep Poligami Dalam Hukum Islam, Risalah Hukum, No.2, 2008  

Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan 

Agama, Cet.4, Jakarta: Kencana, 2006. 

Margono, S., Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2010. 

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Cahaya 

Atma Pustaka, 2013  

Muhaimin, Metodologi Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University 

Press, 2020.  

Muhammad, Rusli, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006.     

Mustofa, M.A., Poligami dalam Hukum Agama dan Negara, AL IMRAH, No.1, 

2017 

Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati., Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya : Media 

Sahabat Cendekia, 2019. 

Sarwono, Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 

2011.  



67 

 

 

 

Sobari Sahrani, Tihami, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013. 

Tanzeh, Ahmad, Metodologi Penelitian Praktis, cetakan ke 1, Yogyakarta: 

Teras, 2001. 

Umar, Nasaruddin, Ketika Fiqh Membela Perempuan, , cet. I, Jakarta: PT Elex 

Media Komputindo, 2014 

Wildan, Suyuti Mustofa, Kode Etik Hakim, Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2013. 

Kelompok Artikel Jurnal dan Penelitian Terdahulu:  

Amiruddin, Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi (Studi 

Kasus pada Mahkamah Syari’ah di Aceh), Jurnal Syarah, Nomor. 2, 

2020 

Hasanudin, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata 

Dengan Menggunakan Terjemahan BW, Jurnal Pengadilan Agama 

Mahkamah agung RI edisi 2, 2016. 

Armalina, dkk, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat 

Nikah”, Jurnal tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas 

Palembang, Vol. 18 Nomor. 1, 2020 

Hashela, Rizqa Noor, “Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan”, Bagian 

Hukum Setda Kab. Tanah Laut, 2018 

Isnantiana, Nur Iftitah, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan 

Perkara di Pengadilan”, Jurnal Pemikiran Islam Islamadina, Vol. 

XVIII Nomor. 2, 2017. 

Khamdiyati, Lailil Agustin, ”Pandangan Hakim Terhadap Permohonan Izin 

Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan,” 

Jurnal Sakina: Journal Of Family Studies, Malang, vol. 6, Issue 3, 

2022. 

Kobis, Fernando, “Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara 

Perdata”, Lex Crimen Vol. VI No. 5, 2017. 

Kurnia, Mustika Anggraeni Dwi, Ahdiana Lestari Yuni, ”Pertimbangan Hakim 

Terkait Penolakan Permohonan Poligami”, Jurnal Media of Law and 

Sharia, Yogyakarta, vol. 4, Issue 1, 2022. 



68 

 

 

 

Lestari, Indah, Abdul Halim, “Konsep Adil Dalam Perkawinan Poligami 

Menurut Hakim Perempuan Dalam Putusan di Pengadilan Agama”, 

Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Jakarta, vol. 7 Nomor 2, 2022 

Pandu, Dewanto, “Rekonstruksi Pertimbangan HakimTerhadap Putusan 

Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan”, Jurnal Ius 

Constituendum, Vol. 5, Nomor. 2, 2020. 

Sabir, Muhammad, “Hukum Islam dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap 

Beberapa Hukum Perdata Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia”, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Nomor. 2, 2020 

Syahrin, Alfi, “Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial dalam Poligami di 

Indonesia: Pandangan dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama 

Bantul”, Tesis tidak diterbitkan, Program Megister Ilmu Syariah 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2017. 

Thoyyibah, Wadudatut, “Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi 

Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

Tahun 2017-2019)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusann Ahwal Al-

Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 

2020.         

Windasari, Erni, ”Konsep Keadilan Dalam Berpoligami (Studi Yuridis di 

Pengadilan Agama Barru”, Skripsi IAIN Parepare, 2020.  

Windasari, Erni, ”Konsep Keadilan Dalam Berpoligami (Studi Yuridis di 

Pengadilan Agama Barru” Skripsi IAIN Parepare, 2020. 

Kelompok Hasil Wawancara 

Nurlaini M Siregar, Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B, Wawancara 

Pribadi, Kamis 04 Agustus 2023, Pukul 12.30-13.30 WIB. 

Teddy Lahati, Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B, Wawancara Pribadi, 

Kamis 04 Agustus 2023, Pukul 14.00-14.50 WIB. 

Tri Purwanti, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B, 

Wawancara Pribadi, 25 Juli 2023 Pukul 13.30-14.00 WIB. 

Kelompok Peraturan Perundang-Undangan: 

Kompilasi Hukum Islam 



69 

 

 

 

Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54/2022 tentang Upah 

Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023. 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara 

Nomor 1 Tahun 1974 Nomor 1). 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Internet: 

https://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/struktur-

organisasi diakses pada 04 Juli 2023 pukul 11.39 WIB. 

https://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/wilayah-

yurisdiksi diakses pada 04 Juli 2023 pukul 13.03 WIB. 

https://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadian/visi-dan-misi diakses pada 22 

Juni 2022 pukul 22.25 WIB. 

https://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadian/visi-dan-misi diakses pada 22 

Juni 2022 pukul 22.25 WIB. 

LAPORAN_TAHUNAN_2022_final_compressed_1.pdf (pa-klaten.go.id) 

diakses pada 05 Juli 2023 pukul 09.39 WIB. 

Lain-Lain : 

Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Pada Pengadilan Agama Klaten 

Kelas 1B tahun 2022. 

Penetapan Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Nomor 1442/Pdt.G/2021/PA.Klt 

Perihal Gugatan Izin Poligami Pemohon, 04 Januari 2022. 

Penetapan Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Klt 

Perihal Gugatan Izin Poligami Pemohon, 29 September 2022 

Penetepan Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B Nomor 0614/Pdt.G/2022/PA.Klt 

Perihal Gugatan Izin Poligami Pemohon, 26 April 2022. 

 

https://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/struktur-organisasi
https://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/struktur-organisasi
https://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi
https://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi
https://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadian/visi-dan-misi
https://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadian/visi-dan-misi
https://www.pa-klaten.go.id/images/images/LAPTAH/LAPORAN_TAHUNAN_2022_final_compressed_1.pdf


70 

 

 

 

Lampiran 1. Jadwal Penelitian  

 

 

No 

Uraian Juni 2023 Juli 2023 Agustus 2023 

Minggu Ke 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Persiapan 

Penelitian 

            

2 Perencanaan             

3 Pelaksanaan 

Siklus I 

            

4 Pelaksanaan 

Siklus II 

            

5 Pelaksanaan 

Siklus III 

            

6 Pengolahan 

Data 

            

7 Penyusunan 

Laporan 

            



71 

 

 

 

Lampiran 2. Panduan Wawancara 

Panduan Wawancara Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B 

1. Apa itu perizinan poligami, bagaimana tata caranya dan mengapa harus 

mendapatkan persetujuan dari pengadilan agama? 

2. Apa itu permohonan izin poligami dan bagaimana tata cara pengajuannya? 

3. Apa fungsi penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama? 

4. Apa saja yang dilakukan oleh hakim untuk memeriksa permohonan izin 

poligami? 

5. Bagaimana hakim membuktikan istri memberikan izin poligami? 

6. Apa yang dimaksud istri tidak dapat menjalankan kewajibannya menjadi istri 

dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974? 

7. Bagaimana kriteria cacatnya istri yang termasuk dalam syarat pengajuan 

poligami? 

8. Apa yang dimaksud dengn jaminan suami berhak berlaku adil terhadap istri dan 

anaknya? 

9. Bagaimana jaminan suami yang  berlaku adil kepada istri dan anaknya setelah 

diputus hakim? 

10. Bentuk keadilan suami kepada istri dan anaknya seperti apa? 

11. Bagaimana dengan batasan finansial suami untuk berpoligami? 

12. Bagaimana hakim membuktikan sakit nya istri untuk alasan poligami, apakah 

ada surat dari kesehatan? 

13. Bagaimna hakim memandang suami dapat berperilaku adil? apa yang menjadi 

tolak ukur? dan apakah cukup hanya dengan pengakuan saja?
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Lampiran 3. Transkrip Hasil Wawancara 

Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Klaten Kleas 1B 

1. Nama  : Drs. Nurlaini M Siregar. S.H.I., M. S.I. 

Waktu  : Kamis 04 Agustus 2023, Pukul 12.30-13.30 WIB 

Tempat  : Pengadilan Agama Klaten 

Pewawancara : Bagaimana tanggapan Ibu, mengenai Apa itu perizinan   

poligami, tata caranya dan mengapa harus mendapatkan 

persetujuan dari pengadilan agama?  

Informan : Izin poligami itu kewajiban, salah satunya agar tertib 

administrasi jangan sampai berakibat kepada perempuan dan 

anak 

Pewawancara : Bagaimana Penjelasan tentang apa itu permohonan izin 

poligami dan tata cara pengajuannya?  

Informan : Mulai dari mengajukan ke pengadilan, adanya permohonan 

didalam permohonan dilihat alasan-alasan memenuhi atau 

tidak dan bukti-bukti seperti surat sakit kalau mampu ada 

surat keterangan mampu, kalau istri ridho ada surat istri 

pertama dan istri kedua seperti surat pernyataan sanggup di 

madu yang di buat sendiri ada paksaan atau tidaknya  

Pewawancara : Apa fungsi penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama?  

Informan : Agar tertib administrasi dan perlindungan bagi perlindungan 

istri dan anak 

Pewawancara : Apa saja yang dilakukan oleh hakim untuk memeriksa 

permohonan izin poligami 

Pewawancara : Bagaimana hakim membuktikan istri memberikan izin 

poligami?  

Informan : Cukup melihat surat pernyataan sanggup di madu dan 

menanya di dalam persidangan dan juga menanya saksi, 

tergantung istri siap atau tidak dimadu 
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Pewawancara : Apa yang dimaksud istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya menjadi istri dalam pasal 4 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974?  

Informan : Contoh istri tidak bisa memberikan keturunan, istri tidak 

dapat memenuhi kebutuhan biologis sang suami 

Pewawancara : Bagaimana kriteria cacatnya istri yang termasuk dalam 

syarat pengajuan poligami?  

Informan : Tidak bisa memberikan keturunan dan ada pemeriksaan 

dokter yang menyatakan bahwa istri tidak bisa memberikan 

keturunan dan tidak bisa memberikan pelaayanan suami 

Pewawancara : Apa yang dimaksud dengn jaminan suami berhak berlaku 

adil terhadap istri dan anaknya?  

Informan : Dengan surat pernyataan dan keterangan dapat berlaku adil 

dengan pertimbangan adanya harta yang dapat memberikan 

hidup istri dan anaknya 

Pewawancara : Bagaimana jaminan suami yang  berlaku adil kepada istri dan 

anaknya setelah diputus hakim?  

Pewawancara : Bentuk keadilan suami kepada itri dan anaknya seperti apa? 

Informan : Bentuk keadilannya relatif tergantung dengan kondisi 

keluarganya tidak harus melulu adil itu disama ratakan 

Pewawancara : Bagaimana dengan batasan finansial suami untuk 

berpoligami?  

Informan : Hakim tetap mempertimbangkan dengan finansialnya tapi 

terlepas dari itu tidak semua dengan materi, terkadang ada 

perempuan yang sudah mapan hanya membutuhkan teman 

untuk hidup bersama 

Pewawancara : Bagaimana hakim membuktikan sakit nya istri untuk alasan 

poligami, apakah ada surat dari kesehatan?  

Informan : Dengan surat pernyataan sakit dari dokter 
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Pewawancara : Bagaimana hakim memandang suami dapat berperilaku adil? 

apa yang menjadi tolak ukur? apakah itu cukup hanya 

dengan pengakuan?  

Informan : Dengan membuat surat pernyataan dapat berperilaku adil 

dengan istri-istri dan anaknya 

2. Nama   : Drs. Teddy Lahati, S.H.I. 

Waktu   : Kamis 04 Agustus 2023, Pukul 14.00-14.50 WIB 

Tempat   : Pengadilan Agama Klaten 

Pewawancara : Bagaimana tanggapan Bapak, mengenai Apa itu perizinan 

poligami, tata caranya dan mengapa harus mendapatkan 

persetujuan dari pengadilan agama 

Informan : Poligami itu permohonan yang diajukan oleh seorang laki-

laki yang sudah beristri dan dia ingin istriya lebih dari satu, 

pada umumnya pengertian poligami seperti itu jadi harus 

mengajukan gugatan izin poligami, jadi dia mau menggugat 

istrinya, mau istrinya meretui atau tidak merestui harus tetap 

mengajukan izin poligami. Tata caranya pemohon harus 

membuat izin poligami, didaftar, kemudian mendudukkan 

istri sebgai pihak yang dilawan/digugat. Dan mengapa harus 

mendapatkan izin dari pengadilan agama karena secara 

normatif/legal harus ada putusan pengadilan supaya resmi 

tidak legal, karena ada perlinduangan bagi istri dan anaknya 

Pewawancara : Bagaimana Penjelasan tentang apa itu permohonan izin 

poligami dan tata cara pengajuannya?  

Informan : Bawa gugatan, bawa surat bahwa dia ingin berpoligami, 

membayar biaya perkara, mengadiri persidangan, 

menghadirkan istri dan mendengarkan keterangan istri 

didalam ruang sidang dan membawa saksi-saksi, memeriksa 

harta bersama yang dimiliki sebelumnya 

Pewawancara : Apa fungsi penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama?  
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Informan : Untuk memberikan legal/memberikan kepastian hukum 

terhadap pernikahan kedua, jika tidak ada putusan 

pengadilan maka terjadi banyak pernikahan liar dan 

mahkamah agung sangat melarang, jadi tidak boleh misal 

punya istri dan menikah sirri dengan istri kedua dan 

mengajukan untuk berpoligami maka itu tidak boleh, harus 

di mulai dari awal 

Pewawancara : Apa saja yang dilakukan oleh hakim untuk memeriksa 

permohonan izin poligami?  

Informan : Mendengarkan alasan penggugat kenapa mengajukan 

permohonan poligami 

Pewawancara : Bagaimana hakim membuktikan istri memberikan izin 

poligami 

Pewawancara : Apa yang dimaksud istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya menjadi istri dalam pasal 4 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974?  

Informan : Istri sudah sakit, sudah tidak bisa memenuhi kewajiban 

sebagai istri, tidak bisa lagi melahirkan keturunan, istri cacat 

badan 

Pewawancara : Bagaimana kriteria cacatnya istri yang termasuk dalam 

syarat pengajuan poligami?  

Informan : Harus didengar keterangan istri, dan istri harus meyakinkan 

hakim bahwa dia tidak keberatan untuk dimadu, dan hakim 

akan menggali kenyataan sebenarnya dengan cara 

mengkonstartir, dan jika istri sudah membuat surat 

pertanyaan surat tidak keberatan diamadu dan bermatrai 

maka dianggap sah nya sarat poligami 

Pewawancara : Apa yang dimaksud dengan jaminan suami berhak berlaku 

adil terhadap istri dan anaknya?  

Informan : Tetap menafkahi, menyayangi. Berlaku adil, dan rentan 

waktu kepada istri-istrinya seperti berapa hari waktu dengan 
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istri pertama dan begitu juga dengan istri kedua harus bisa 

adil, makanya suami membuat surat pernyataan berlaku adil 

Pewawancara : Bagaimana jaminan suami yang  berlaku adil kepada istri dan 

anaknya setelah diputus hakim?   

Informan : Cukup dengan surat pernyataan saja, hakim hanya terbatas 

kepada kasus yang disampaikan.  

Pewawancara : Bentuk keadilan suami kepada itri dan anaknya seperti apa?  

Informan : Seperti nafkah tempat tinggal untuk istri dan anak, hanya 

seputar itu saja bentuk-bentuknya 

Pewawancara : Bagaimana dengan batasan finansial suami untuk 

berpoligami?  

Informan : Tergantung dengan finansial suami tidak ada batasan yang 

harus dipenuhi sebagai syarat pengajuan poligami, hakim 

tidak menentukan batasan finansial untuk berpoligami 

Pewawancara : Bagaimana hakim membuktikan sakit nya istri untuk alasan 

poligami, apakah ada surat dari kesehatan?  

Informan : Harus ada surat sehat dari dokter 

Pewawancara : Bagaimna hakim memandang suami dapat berperilaku adil? 

apa yang menjadi tolak ukur? apakah itu cukup hanya 

dengan pengakuan?  

Informan : Cukup denga pengakuan, dan hakim juga melihat dengan 

turun kelapangan melihat pekerjaan dan mempertimbangkan 

suami ini mampu atau tidaknya untuk berpoligami 

Pewawancara : Bagaimana ketentuan suami untuk berpoligami? 

Informan : Mampu secara finansial, lahir batin, psikis atau kejiwaan dan 

harus meyakinkan kalau dia mampu dan meyakinkan dengan 

surat yang ditandatangani semua pihak. 
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Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama  

            Klaten Kelas 1B 
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